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ABSTRAK 

 

Nada Restia Alamanda Ashari. NIM: 30301509180. Tinjauan Yuridis 

tentang Pelaksanaan Hak Waris anak dari Perkawinan orang Tua Yang 

Murtad dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.  

Hak waris merupakan hak dari setiap ahli waris yang telah diatur dalam 

hukum Perdata maupun hukum Islam. Salah satu penghalang dalam mawaris 

adalah perihal perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris karena murtad. 

Kaitannya dengan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tinjauan yuridis, persamaan, dan perbedaan pelaksanaan kedudukan 

hak waris anak dari perkawinan orang tua yang murtad menurut hukum Perdata 

dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. 

Data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) khususnya tentang waris dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

tentang waris  

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, maka 

hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan 

kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang murtad menurut 

hukum Perdata Islam yaitu; Pertama, didasarkan pada Pasal 832 KUHPerdata. 

Kedua, tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari 

perkawinan orang tua yang murtad menurut hukum Islam adalah berdasarkan 

Pasal 171 huruf (c). Upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian mengenai 

pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam dapat 

dilakukan melalui dua cara yaitu hibah dan wasiat. 2) Persamaan pelaksanaan 

kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang murtad antara hukum 

Perdata dan hukum Islam adalah sebagai berikut; (a) Pada hukum Perdata dan 

hukum Islam hubungan darah antara anak dengan orang tua adalah menjadi dasar 

bagi seorang anak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. (b) Hukum 

Perdata dan hukum Islam menetapkan wasiat dalam hal pembagian harta waris. 

(c) Hukum Perdata dan hukum Islam memutuskan bahwa seorang ahli waris 

terhalang untuk mendapatkan harta waris apabila ahli waris tersebut melakukan 

pembunuhan kepada pewaris. 3) Perbedaan pelaksanaan kedudukan hak waris 

anak dari perkawinan orang tua yang murtad antara hukum perdata dan hukum 

Islam adalah perihal perbedaan agama yang menjadi penghalang pewarisan. 

Pembagian harta waris beda agama sebaiknya mempertimbangkan aspek 

kemanusiaan, kecuali apabila ahli waris telah melakukan pelanggaran hukum 

pidana seperti pembunuhan kepada pewaris. Peneliti mengharapkan adanya 

penelitian berikutnya yang meneliti tentang pelaksanaan kedudukan hak waris 

anak dari perkawinan orang tua yang murtad menurut hukum Perdata dan hukum 

Islam ditinjau dari segi sosiologi, hal ini dikarenakan pembagian harta waris 

berkaitan erat dengan masalah sosial. 

 

Kata Kunci: Hak Waris Anak, Murtad, Hukum Perdata, Hukum Islam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendiri, akan tetapi 

dalam hidupnya perlu membutuhkan adanya orang lain. Menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada 

Pasal 1 dijelaskan bahwa, perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menentukan bahwa perkawinan 

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu. Sedangkan pada pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa tiap-

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Pengertian perkawinan menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 

1991 tentang kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau 

miitsaqan ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.  

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan 

yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan keluarga yang damai dan 

teratur. Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan 



2 

 

hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga 

dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di 

dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan 

ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan 

masyarakat.
1
 

Setelah melakukan perkawinan, suami-isteri yang membentuk rumah 

tangga mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus terpenuhi secara 

mandiri tanpa menggantungkan pemberian dari orang tua mereka masing-

masing. Kebutuhan tesebut hanya dapat terpenuhi apabila dilakukan dengan 

cara usaha atau kerja keras. Apabila usaha dan kerja keras tersebut dilakukan 

dengan sungguh-sungguh maka akan membuahkan hasil yang diharapkan. 

Hasil tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, 

untuk membiayai kebutuhan anak, untuk membeli harta, dan untuk memenuhi 

kebutuhan lainnya. Namun tidak semua orang mengalami keberhasilan dalam 

usaha sebagaimana yang diharapkan, sehingga ada diantara orang-orang yang 

berpindah agama demi mengejar materi setelah mereka merasa tidak berhasil 

dalam mencapai kesuksesan materi. Secara umum perbuatan pindah agama 

itu disebut dengan istilah murtad. 

Murtad berasal dari akar kata riddah atau irtidad yang berarti kembali. 

Istilah murtad berarti keluar dari Agama Islam dalam bentuk niat, perkataan, 

atau perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi murtad atau kafir, atau 

bahkan tidak beragama sama sekali. Pada awal sejarah Islam, istilah riddah 

                                                           
1
 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Jakarta, Graha Ilmu, 

2010), hal. 20. 
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dihubungkan dengan kembalinya beberapa kabilah Arab selain Quraisy dan 

Saqif yang tadinya sudah beragama Islam, kemudian memeluk kembali 

kepada kepercayaan lama (kepercayaan sebelum Islam) setelah wafatnya nabi 

Muhammad SAW. Saat itu sejumlah kabilah yang murtad menuntut 

dihilangkannya kewajiban shalat dan meminta dihilangkannya kewajiban 

membayar zakat. Oleh sebab itu pada masa kekhalifahan Abu Bakar as-

Shidiq, penguasa saat itu memerangi kabilah-kabilah yang murtad (agar 

kembali masuk Islam), sehingga meletuslah Perang Riddah.
2
 

Para ulama menetapkan jika orang yang murtad tersebut kembali masuk 

menganut agama Islam, maka semua haknya yang hilang akan dikembalikan. 

Dalam hal waris, secara umum orang yang murtad tidak dapat mewarisi dari 

pihak manapun, baik dari pihak muslim maupun dari pihak nom-muslim. Hal 

ini dikarenakan tidak mempunyai wali dan tidak diakui oleh Islam. Sebagian 

lama berpendapat bahwa, kemurtadan merupakan penghalang khusus atas 

pewarisan, bukan perbedaan agama. Menurut kesepakatan (jumhur) ulama, 

harta benda orang murtad tidak dapat diwarisi. Namun sebagian pengikut Abu 

hanifah berpendapat bahwa harta milik orang mustad dapat diwarisi. Menurut 

Abu Hanifah, harta milik orang murtad dapat diwariskan sebab harta tersebut 

didapatkan dalam keadaan pemilik harta masih beragama Islam. Sedangkan 

harta yang diperoleh setelah murtad adalah tidak diwariskan ke ahli warisnya 

yang beragama Islam, namun menjadi rampasan perang (fa‟i) bagi kas 

negara.
3
 

                                                           
2 https://republika.co.id/berita/qbghny430/apa-itu-murtad, Diakses pada 29 Mei 2021 pukul 

14.30 WIB. 
3
 Ibid. 

https://republika.co.id/berita/qbghny430/apa-itu-murtad
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Dilansir dari harian republika.co.id pada hari Kamis 9 Agustus 2018, 

memberitakan bahwa Pusat Kajian Nasional Badan Amil Zakat Nasional 

(Puskas Baznas) telah menyusun laporan Indeks Rawan Pemurtadan (IRP). 

Laporan tersebut menyebut terjadi penurunan jumlah umat Islam di Indonesia 

setiap periodenya. Menurut Bambang Sudibyo selaku Ketua Umum Baznas, 

menyatakan salah satu penyebab IRP adalah terkait dengan kondisi 

masyarakat yang paling miskin. Ini paling rawan terutama masyarakat miskin 

umat Islam. Menurut Sudibyo, isu tersebut perlu diperhatikan lembaga zakat. 

Mereka yang sangat miskin menjadi prioritas Baznas agar dapat 

mensejahterakan mereka dengan cara memberikan pemberdayaan ekonomi, 

melakukan bimbingan, dan memperkuat keimanan masyarakat.
4
 

Adapun alat pengukuran IRP ini terdiri dari dua indikator yaitu 

indikator keagamaan dan indikator daerah tertinggal. Sehingga nilai yang 

dihasilkan akan diketahui daerah-daerah yang dapat dikategorikan sebagai 

daerah dengan tingkat kerawanan pemurtadan yang rendah hingga sangat 

tinggi. Direktur Pusat Kajian Strategis Baznas, Irfan Syauqi Beik 

menambahkan penyebab tingginya IRP pada provinsi-provinsi tersebut bisa 

disebabkan karena beberapa faktor, misalnya pertumbuhan umat Islam yang 

kecil, pertumbuhan ekonomi umat non-muslim yang tinggi, perubahan 

komposisi penduduk muslim yang semakin mengecil, perubahan komposisi 

dari rumah ibadah muslim dan penetapan daerah tertinggal oleh Perpres 

Nomor 131 Tahun 2015. Berdasarkan IPR terdapat 10 provinsi muslim teratas 

                                                           
4
 Republika.co.id, Laporan IRP: Kemiskinan Penyebab Murtad, Diakses pada 28 Mei 

2021 Pukul 10.00 WIB. 
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dengan presentasi nilai di atas 0,50 (daerah rawan pemurtadan tinggi dan 

sangat tinggi) yaitu Kalimantan (50,00%), Sulawesi Tengah (38,46%), 

Maluku (36,36%), Sulawesi Barat (33, 33%), Maluku Utara (22,33%), Jawa 

Barat (19,23%) Kepulauan Bangka Belitung (16,67%) Sumatera Utara 

(16,67%), Jawa Timur (15,79%) dan Sumatera Selatan (12,50%).
5
 

Perlu untuk disadari bersama bahwa manusia hidup tidak abadi 

selamanya, karena suatu saat manusia juga akan mati. Begitu juga dengan 

sepasang suami isteri juga akan mengalami kematian dengan berbagai macam 

sebab, baik mati disaat usia produktif maupun mati diusia lanjut. Jika 

demikian, nasib keluarga yang ditinggalkan dan harta kekayaan yang telah 

diperoleh selama hidup menjadi permasalahan. Demikian juga siapa saja yang 

berhak mengelola dan memiliki harta kekayaan tersebut, ini juga akan 

menjadi persoalan tersendiri. Hal yang demikian ini kemudian disebut dengan 

istilah pewarisan. Diantara orang yang menjadi ahli waris adalah anak. 

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Nomor (12) dinyatakan bahwa, anak 

yang terlahir memiliki hak dalam kehidupannya. Hak anak adalah bagian dari 

hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang 

tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak anak dalam suatu 

keluarga salah satunya adalah untuk memperoleh harta warisan. Interuksi 

presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam pada Pasal 

171 huruf (e) menegaskan bahwa, harta warisan adalah harta bawaan 

                                                           
5
 Ibid. 
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ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan 

pewaris selama sakit sampai meninggalnya pewaris, biaya pengurusan 

jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat. 

Hukum kewarisan dalam Islam mendapatkan perhatian yang besar 

karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak 

menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati. Warisan adalah soal apa 

dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan 

seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada keluarga yang masih 

hidup.
6
 

Pada hakikatnya, masalah waris sangat erat kaitannya dengan masalah 

keluarga. Karena pada umumnya, kegiatan waris mewarisi hanya dapat terjadi 

jika mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan. Hukum waris yang 

berlaku di Indonesia hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang 

berlaku dan diterima oleh masyarakat indonesia, yaitu waris yang 

berdasarkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Eropa.
7
 

Islam sebagai agama telah menerangkan bahwa tidak ada paksaan 

dalam memilih agama, namun jika seseorang telah memilih Islam sebagai 

agamanya, maka ada ikatan dan kewajiban yang harus ia lakukan dan taati 

dengan sepenuhnya, dan salah satunya adalah pelanggaran pindah agama lain 

(murtad) dan akibat hukumnya. Persoalan kemurtadan seseorang dianggap 

                                                           
6
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 

356. 
7
 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Pranada Media Group, 2004), hal. 3 
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sebagai suatu hal yang khusus dan penting jika dikaitkan dengan pembagian 

waris.
8
 

Dalam fiqih fara‟id, seseorang ahli waris baru bisa mendapatkan bagian 

dari harta warisan apabila pada dirinya tidak tidak terdapat penghalang untuk 

menerima harta warisan tersebut. Salah satu penghalang (mani‟) seorang ahli 

waris mendapatkan warisan dari pewaris berdasarkan fara’id adalah 

dikarenakan adanya perbedaan agama antara muwaris (pewaris) dengan waris 

(yang menerima waris).  

Berdasarkan uraian di atas mengenai perkawinan, hak anak, dan 

persoalan waris berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 

diketahui bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama 

ataupun kepercayaan masing, contonya adalah pria yang beragama Islam 

harus menikah dengan wanita yang beragama Islam. Selain dari pada itu, 

Islam juga  mengatur tentang hak waris bagi anak. Namun yang menjadi 

persoalan sekarang adalah apabila dalam perjalanan rumah tangga muslim di 

kemudian hari, suami-isteri yang sudah memiliki anak tersebut kemudian 

pindah agama (murtad). Padahal pindah agama (murtad) itu sendiri sangat 

dilarang keras oleh syari‟at Islam. Tentu saja hal ini bukan saja menjadi 

polemik bagi keluarga tersebut, namun juga menjadi polemik dalam diskursus 

hukum Islam maupun hukum konvensional, termasuk yang menyangkut 

masalah hak waris. Untuk mengkaji masalah tersebut maka peneliti akan 

melakukan penelitian terkait hak waris anak  dari perkawinan orang tua yang 

                                                           
8
 Firdaus AN., Riddah Sebagai Kanker Aidah, (Jakarta: Panji Masyarakat, 2015), hal. 62. 
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murtad dengan judul: “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan 

Kedudukan Hak Waris Anak Dari Perkawinan Orang Tua Yang 

Murtad Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan kedudukan hak waris 

anak dari perkawinan orang tua yang murtad menurut hukum perdata dan 

hukum Islam? 

2. Bagaimana persamaan pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari 

perkawinan orang tua yang murtad antara hukum Perdata dan hukum 

Islam? 

3. Bagaimana perbedaan pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari 

perkawinan orang tua yang murtad antara hukum Perdata dan hukum 

Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan kedudukan hak 

waris anak dari perkawinan orang tua yang murtad menurut hukum 

perdata dan hukum Islam. 
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2. Untuk mengetahui persamaan pelaksanaan kedudukan hak waris anak 

dari perkawinan orang tua yang murtad antara hukum perdata dan hukum 

Islam. 

3. Untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan kedudukan hak waris anak 

dari perkawinan orang tua yang murtad antara hukum perdata dan hukum 

Islam. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan secara teoritis maupun 

kegunaan secara praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan di 

bidang hukum Perdata serta hukum Islam, serta dapat digunakan sebagai 

referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian 

sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu hukum Perdata yang 

berkaitan dengan pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari 

perkawinan orang tua yang murtad.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan bentuk implementasi dari 

teori hukum, khususnya hukum Perdata dan hukum Islam mengenai 

waris yang selama ini peneliti peroleh melalui perkuliahan di 

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) 
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Semarang untuk menganalisa salah satu kasus hukum waris yaitu hak 

waris anak dari perkawinan orang tua yang murtad. 

b. Bagi pembaca pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai referensi serta dapat memberi gambaran tentang 

pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua 

yang murtad menurut hukum Perdata dan hukum Islam. 

c. Bagi Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang, 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan 

informasi dan refereensi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa yang 

akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini. 

 

E. Terminologi 

1. Hukum Islam 

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang 

bersumber dari Allah SWT dan nabi Muhammad SAW untuk mengatur 

tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya.
9
 

2. Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang mengenai apa 

yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal 

dunia, mengatur peralihan harta kekayaan pemindahan hak pemilikian 

harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak 

menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
10

 

                                                           
9
 Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islam, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal. 12. 

10
 Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a). 
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3. Hukum Perdata 

Hukum perdata adalah keseluruhan peraturan mempelajari tentang 

hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya, baik meliputi 

hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. 

4. Hukum Waris  

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus 

terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, 

mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang 

yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris. 

5. Pewaris  

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga 

meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa 

hidupnya. 

6. Warisan 

Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia 

akan beralih kepada orang yang masih hidup.
11

 

7. Ahli waris 

Ahli waris adalah anggota keluarga yang meninggal dunia menggantikan 

kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya 

pewaris. 

 

                                                           
11

 Wirjono Prodjodikiro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 

1995), hal. 8. 
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8. Orang tua 

Orang tua adalah ayah ibu kandung.
12

 

9. Murtad 

Murtad atau riddah adalah keluar dari agama Islam. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis 

merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bermaksud untuk 

menganalisa pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan 

orang tua yang murtad yang disandarkan dengan norma hukum serta 

diambil dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. 

Sedangkan pendekatan penelitian ini bersifat normatif artinya adalah 

suatu pendekatan penelitian yang mengacu pada nilai-nilai yang 

bersumber pada al-Qur‟an dan Hadits maupun norma-norma yang 

berlaku di masyarakat, kemudian dijadikan sebagai rujukan dalam 

menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang 

tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial 

                                                           
12

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1990), hal. 629. 
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atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu 

fenomena atau kenyataan sosial. Dengan demikian penelitian ini 

mendeskripsikan tentang tinjauan yuridis mengenai pelaksanaan 

kedudukan hak waris anak dari hasil perkawinan orang tua yang murtad 

dalam pandangan hukum Perdata dan hukum Islam. 

3. Sumber Data 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan 

oleh peneliti dalam penelitian ini. Sumber data primer memuat 

tentang teori dan konsep tentang variabel dalam penelitian ini yaitu 

mengenai pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan 

orang tua yang murtad menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. 

Oleh karena itu, data primer dalam penelitian ini adalah Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya tentang 

waris dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang waris. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung 

sumber data primer yang berguna untuk memperkuat, menjabarkan, 

serta mengkoreksi sumber data primer. Sumber data sekunder dalam 

penelitian ini adalah buku, jurnal, ataupun hasil penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 
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4. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi 

kepustakaan (library research) yang digunakan untuk mencari dan 

mendapatkan data primer maupun data sekunder. Atau dengan kata lain, 

instrumen dalam penelitian ini adalah menggunakan format pustaka atau 

format dokumen. 

5. Subyek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan kedudukan 

hak waris anak dari perkawinan orang tua yang murtad dalam perspektif 

hukum Perdata dan hukum Islam. 

6. Analisis Data 

Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan melalui 

pendekatan analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan 

terhadap data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap data tersebut 

dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait 

dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif. Yang 

dimaksud logika induktif di sini adalah berpikir dari hal yang khusus 

menuju hal yang lebih umum dengan menggunakan perangkat normatif, 

yakni interpretasi dan konstruksi hukum, dan selanjutnya dianalisis 

dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik 

kesimpulan dari permasalahan dan tujuan penelitian ini. 
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G. Sistematika Penulisan 

Agar dalam melakukan penelitian sampai dengan penulisan hasil 

penelitian bisa terarah dan sistematis, maka sistematika penulisan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, pada BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka Teoritik, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi tentang teori-teori yang 

berkaitan dengan variabel penelitian ini, yaitu; hukum waris dalam perspektif 

hukum perdata, hukum waris dalam perspektif hukum Islam, murtad, dan 

penelitian terdahulu. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisi deskripsi 

hasil penelitian dan pembahasan tentang pokok permasalahan dari penelitian 

ini, yaitu; Pertama, tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan kedudukan hak 

waris anak dari perkawinan orang tua yang murtad menurut hukum perdata 

dan hukum Islam. Kedua, perspektif yang kuat antara hukum Perdata dan 

hukum Islam mengenai hak waris anak dari perkawinan orang tua yang 

murtad. Ketiga, relevansi perspektif yang kuat antara hukum Perdata dan 

hukum Islam mengenai hak waris anak dari perkawinan orang tua yang 

murtad dalam konteks kehidupan masyarakat di Indonesia. 

Bab IV Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan Saran.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Perdata 

1. Definisi Hukum Waris 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti 

orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah 

meninggal.
13

 Sedangkan yang dimaksud dengan warisan adalah kekayaan 

yang merupakan kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah 

kepada ahli waris. Kompleks aktiva dan pasiva yang menjadi milik 

bersama beberapa orang ahli waris disebut boedel.
14

 

Hukum waris itu sendiri sampai saat ini belum ada keseragaman 

diantara para ahli hukum. Menurut Pitlo, hukum waris adalah kumpulan 

peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya 

seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalan oleh si 

mati dengan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang 

memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, 

maupun dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga.
15

 

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata 

secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum 

kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup 

                                                           
13

 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pusaka, 2001) hal 1386. 
14

 J. Satrio, Hukum Waris, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 8. 
15

 A. Pitlo, Hukum Waris Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda, Jilid I, 

(Jakarta: Intermasa, 1986), hal. 1. 
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kehidupan manusia, sebab manusia pasti akan mengalami peristiwa 

hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul dengan 

terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah 

bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

seseorang yang meninggal dunia itu. Hukum Islam (khususnya hukum 

keluarganya termasuk hukum warisnya) telah lama dikenal dan 

dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia atas dasar kemauan sendiri 

sebagai konsekuensi iman dan penerimaan mereka terhadap agama Islam. 

Karena itu, di Indonesia terdapat tiga hukum waris yang digunakan,    

yakni : 

1) Hukum adat dengan corak patrilinial, matrilinial, dan parental. 

2) Hukum Islam yang mempunyai pengaruh yang mutlak bagi orang 

Indonesia asli di berbagai daerah. 

3) Hukum waris Burgerlijk Wetboek (BW).
16

 

2. Unsur-Unsur dalam Hukum Waris 

Di dalam hukum perdata, persoalan pewarisan memiliki tiga unsur 

hukum waris, yaitu sebagai berikut: 

a. Pewaris 

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta 

kekayaan. 
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 Zaeni Asyhadie, Hukum Keperdataan ( Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hal 175 
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b. Harta waris 

Harta waris adalah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. 

Dalam KUHPerdata, yang diwariskan kepada semua ahli waris itu 

tidak saja hanya masalah-masalah yang administratif bagi mereka, 

akan tetapi hutang-hutang dari orang yang meninggalkan warisan, 

dalam arti bahwa kewajiban membayar hutang-hutang itu pada 

kenyataannya berpindah juga kepada semua ahli warisnya.
17

 Harta 

warisan dari siapapun juga merupakan kesamaan, segalanya akan 

berpindah dari tangan orang yang meninggalkan warisan kepada 

semua ahli warisnya.
18

 Mengenai biaya pemakaman mayat, dalam 

KUHPerdata tidak mencantumkannya dalam bagian warisan, akan 

tetapi dalam Pasal 1149 angka 2, yang menjelaskan mengenai biaya 

pemakaman jenazah itu sebagai hutang preferent, yaitu terlebih 

dahulu diutamakan pembayarannya dari harta warisannya sebelum 

hutang yang lain dilunasi.
19

 

c. Ahli Waris 

Menurut KUHPerdata (BW), ada 3 (tiga) macam sikap yang 

dapat diambil atau dilakukan oleh ahli waris terhadap suatu warisan 

yang akan diberian kepadanya, yaitu sebagai beriut: 

1) Menerima tanpa syarat (zuivereaanvaarding) 

Menerima tanpa syarat yaitu menerima secara penuh, baik 

hak maupun kewajiban dari si pewaris. Dapat dilakukan secara 
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 Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 16. 
18

 Ibid., hal. 20. 
19

 Ibid., hal. 19. 



19 

 

tegas, yaitu jika seseorang dengan suatu akan menerima 

kedudukannya sebagai ahli waris, atau secara diam-diam yaitu 

jika ia dengan melakukan suatu perbuatan, misalnya mengambil 

atau menjual barang-barang warisan, atau melunasi hutang si 

pewaris dapat dianggap telah menerima warisan secara penuh.
20

 

Apabila ahli waris menerima warisan, maka peneriamaan 

warisan tersebut ada dua macam, yaitu sebagai berikut: 

a) Penerimaan secara penuh (zulvere aanvaarding), yang mana 

hal ini dapat dilakukan secara sebagai berikut; Pertama, 

dengan tegas apabila seorang dengan suatu akta menerima 

kedudukannya sebagai ahli waris. Kedua, dengan diam-

diam apabila melakukan perbuatan yang dengan jelas 

menunjukkan maksudnya menerima warisan, misalnya 

melunasi utang-utang pewaris, mengambil atau menjual 

benda warisan (Pasal 1048 KUHPerdata). Akan tetapi 

perbuatan penguburan jenazah pewaris, penyimpanan 

warisan, serta pengawasan atau pengurusan warisan untuk 

sementara waktu saja maka hal ini tidak dianggap sebagai 

perbuatan penerimaan secara diam-diam (Pasal 1049 

KUHPerdata). 

b) Penerimaan dengan hak mengadakan pendaftaran warisan 

(beneficilaire aanvaarding). Menurut ketentuan Pasal 1023 
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 A. Pitlo, Hukum Waris Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda, jilid 1, 

(Jakarta: Intermasa, 1986), hal. 44. 
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KUHPerdata, ahli waris yang bersangkutan harus 

menyatakan kehendaknya ini kepada panitera pengadilan 

negeri dimana warisan itu telah terbuka.
21

 

2) Menerima dengan syarat (beneviciaire aanvaarding) 

Menerima dengan syarat yaitu menerima dengan catatan. 

Artinya ahli waris bersedia menerima warisan dengan syarat ia 

hanya membayar hutang si pewaris terbatas atau sebanyak harta 

warisan yang diterimanya. Sehingga ahli waris tidak 

menanggung pembayaran hutang si pewaris dengan kekayaan 

pribadinya. Hal ini berarti menerima tetapi dengan syarat bahwa 

ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang yang 

melebihi nilai harta peninggalan. Dengan perkataan lain, ia 

menerima warisan tetapi tidak mau mengambil resiko membayar 

utang-utangnya si pewaris (si meninggal) yang melebihi 

“budel”. Jadi ia tidak mau mewarisi suatu minus.
22

 

3) Menolak warisan 

Menolak warisan yaitu menolak menerima warisan, baik 

berupa harta maupun kewajiban dari si pewaris. Penolakan ini 

harus dilakukan dengan suatu akta pernyataan kepada Panitera 

Pengadilan Negeri setempat dimana warisan itu terbuka. Sama 

halnya dengan seorang waris yang tidak patut, maka seorang 
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 Muhammad Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2010), hal. 221-222 
22

 R. Subekti, Ringkasan Tentang hukum keluarga dan Hukum Waris, (Jakarta: Intermasa, 
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waris yang menolak juga tidak dapat diganti oleh keturunannya. 

Jika semua anak menolak, maka semua cucu maju ke depan 

berdasarkan kedudukan mereka sendiri. Jadi, hal ini sama 

halnya dengan kejadian semua anak tidak patut.
23

 Hal ini sesuai 

dengan Pasal 1066 KUHPerdata. 

d. Ahli waris yang tidak berhak atas harta warisan 

Dalam hukum waris Perdata Barat, terdapat ahli waris yang 

tidak berhak atas harta warisan. Ahli waris yang tidak berhak 

mendapatkan warisan tersebut adalah ahli waris yang dinyatakan 

tidak patut mewaris dan ahli waris yang menolak harta warisan.  

1) Ahli waris yang dinyatakan tidak patut mewaris 

Dalam Pasal 838 KUHPerdata, sudah ditentukan siapa 

yang tidak patut/dicoret namanya sebagai ahli waris, dan 

karenanya dikecualikan sebagai ahli waris, mereka adalah: 

a) Yang telah dikukum karena dipersalahkan telah membunuh 

atau mencoba membunuh si pewaris. 

b) Yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena 

secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap/pada 

pewaris, yaitu suatu pengaduan dimana pewaris telah 

melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman 

penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat. 
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c) Yangl denganl kekerasanl ataul perbuatanl telahl mencegahl sil 

pewarisl untukl membuatl ataul mencabutl wasiatl sil pewaris. 

d) Yangl menggelapkan,l merusak,l danl memalsukanl suratl wasiatl 

pewaris.
24

 

2) Ahlil warisl yangl menolakl hartal warisan 

Akibat-akibatl hukuml dalaml penolakanl hartal warisl antaral lainl 

sebagail berikut: 

a) Ahlil warisl yangl menolakl hartal warisanl dianggapl tidakl pernahl 

menjadil ahlil warisl sejakl semuala. 

b) Bagianl ahlil warisl yangl menolakl tersebutl jatuhl kepadal ahlil 

warisl yangl tidakl menolak. 

c) Sikapl penolakanl tersebutl tidakl mengakibatkanl adanyal 

penggantianl kepadal keturunannya. 

d) Apabilal seluruhl ahlil warisl menolakl hartal warisanl makal 

keturunanl daril ahlil warisl yangl menolakl tampill sebagail ahlil 

warisl dalaml kedudukannyal sendiri-sendiril danl mewarisl 

kepalal demil kepala.
25

 

3. Dasarl Hukuml Warisl dalaml KUHl Perdata 

Kitabl Undang-Undangl Hukuml Perdatal ataul Burgerlijkl Wetboekl (BW)l 

yangl sampail sekarangl inil berlakul dil Negaral Indonesial terbagil menjadil 4l buku,l 
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l Sril Untaril Indahl A.,l Pengantarl Hukuml Indonesia,l (Jakarta:l Fakultasl Hukuml Universitasl 

Trisakti,l 2005),l hal.l 58. 
25

l Metal Permatal Dewil Thiodora,l Analisisl Yuridisl Tanggungl Jawabl Ahlil Warisl sebagail Akibatl 

Perubahanl Pewarisl Berdasarkanl kitabl UUl Hukuml Perdatal (Studil Kasusl Putusanl Pengadilanl Negeril 

Lamonganl No.l 02/PDT.G/2012/PN.LMG),l Skripsi,l (Jakarta:l Perpustakaanl Universitasl Trisakti,l 

2016),l hal.l 22. 
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yaitul sebagil berikut;l Pertama,l bukul Il tentangl orang.l Kedua,l bukul IIl tentangl 

kebendaan.l Ketiga,l bukul IIIl tentangl perikatan.l Keempat,l bukul IVl tentangl 

pembuktianl danl daluwarsa. 

Selainl daril padal itu,l terdapatl pulal sistematikal hukuml perdatal materiill 

menurutl ilmul pengetahuanl yangl dibagil menjadil 4l bagian,l yaitu: 

a. Hukuml pribadil (personenrecht) 

Hukuml pribadil adalahl normal ataul kaidah-kaidahl hukuml yangl mengaturl 

mengenail orangl sebagail subjekl hukum,l yangl merupakanl pendukungl 

hakl danl kewajibanl dalaml lalul lintasl hukum,l khususnyal hukuml Perdata. 

b. Hukuml keluargal (familierecht) 

Hukuml keluargal adalahl normal ataul kaidah-kaidahl hukuml yangl 

mengaturl hubunganl hukuml yangl timbull daril hubunganl kekeluargaan,l 

misalnyal mengenail perkawinan,l hakl danl kewajibanl suamil isteri,l hartal 

kekayaanl perkawinan,l keturunan,l kekuasaanl orangl tua,l perwalian,l 

pengampuan,l danl lain-lain.l  

c. Hukuml hartal kekayaanl (vermogensrecht) 

Hukuml hartal kekayaanl adalahl normal ataul kaidah-kaidahl hukuml yangl 

mengaturl mengenail hubunganl hukuml yangl merupakanl hakl danl 

kewajibanl yangl dapatl dinilail denganl uang. 
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d. Hukuml warisl (erfrecht) 

Hukuml warisl adalahl normal ataul kaidah-kaidahl yangl mengaturl 

mengenail peralihanl kekayaanl seorangl yangl meninggall dunial ataul 

pewarisl kepadal ahlil warisnya.
26

 

Pengaturanl Hukuml Warisl Perdatal Baratl terdapatl padal bukul kesual 

KUHPerdata,l yaitul padal Babl XII-Babl XVIII,l daril pasall 830l sampail denganl 

pasall 1130.l Hukuml Warisl mendapatl pengaturannyal dil dalaml Bukul IIl tentangl 

benda,l khususnyal dil dalaml Titell XIIl tentangl pewarisanl karenal kematian,l Titell 

XIIIl tentangl suratl wasiat,l Titell XIVl tentangl pelaksanaanl danl pengurusanl 

hartal peninggalan,l Titell XVl tentangl hakl memikirl danl hakl istimewal untukl 

mengadakanl pendaftaranl hartal peninggalan,l Titell XVIl tentangl menerimal danl 

menolakl suatul warisan,l Titell XVIIl tentangl pemisahanl hartal peninggalan,l danl 

Titell XVIIIl tentangl hartal peninggalanl yangl takl terurus.
27

 

4. Prinsipl danl Asasl Pewarisan 

Prinsipl pembagianl warisanl dalaml hukuml Perdatal sudahl diaturl dalaml 

Pasall 1066l KUHPerdatal sebagaimanal berikut: 

a. Tidakl seorangl ahlil warispunl dapatl dipaksal untukl membiarkanl hartal 

warisl idakl terbagi. 

b. Pembagianl H.P.l dapatl dituntutl setiapl saatl (walaupunl adal testamentl yangl 

melarang). 
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l Fitril Hillaryl Michiko,l Tinjauanl Yuridisl Pembagianl Hartal Warisanl Alm.l Rudyl Maxl Fustavl 

Schulzl Berdasarkanl Hukuml Warisl Perdatal Baratl (Studil Kasusl Pengadilanl Negeril Jakartal Selatanl No.l 

405/PDT.l G/2012/PN.JKT.SEL),l Skripsi,l (Jakarta:l Perpustakaanl Universitasl trisakti,l 2016),l hal.l 28-

29. 
27

l J.l Satrio,l Hukuml waris,l (Bandung:l Alumni,l 1992),l hal.l 1-2. 
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c. Pembagianl dapatl ditangguhkanl jangkal waktul 15l tahunl denganl 

persetujuanl semual ahlil waris. 

Selainl prinsipl pembagianl warisanl sebagaimanal dil atas,l Surinil Ahlanl 

Sjarifl danl Nurull Elmiyahl sebagaimanal dikutipl olehl Michikol menyatakanl 

bahwa,l KUHPerdatal jugal menjelaskanl asasl daril pewarisanl yaitul sebagail 

berikut:
28

 

a. Hartal warisl barul terbukal (dapatl diwariskanl kepadal pihakl lain)l apabilal 

terjadinyal suatul kematian.l (Pasall 830l KUHPerdata). 

b. Denganl meninggalnyal seseorangl makal seketikal itul jugal beralihlahl semual 

hakl danl kewajibanl pewarisl kepadal ahlil warisnyal sebagaimanal diaturl 

dalaml Pasall 833l ayatl (1)l KUHPerdata.l Hakl Saisinel ialahl hakl hakl ahlil 

warisl untukl tanpal berbuatl sesuatul apal demil hukuml ataul secaral otomatisl 

menggantikanl (memperoleh)l kedudukanl pewarisl dalaml lapanganl hukuml 

kekayaan. 

c. Adanyal hubunganl darahl dil antaral pewarisl danl ahlil waris,l kecualil suatul 

ataul isteril daril pewaris.l (Pasall 832l KUHPerdata),l denganl ketentuanl 

merekal masihl terikatl dalaml perkawinanl ketikal pewarisl meninggall dunia.l 

Artinya,l kalaul merekal sudahl bercerail padal saatl pewarisl meninggall dunia,l 

makal suami/isteril tersebutl bukanl merupakanl ahlil warisl daril pewaris. 

d. Padal asasnyal yangl dapatl beralihl kepadal paral ahlil warisl ialahl hakl danl 

kewajibanl pewarisanl yangl terletakl dibidangl hukuml hartal bendal ataul hartal 

kekayaan. 

                                                           
28

l Fitril Hillaryl Michiko,l Tinjauanl Yuridisl Pembagianl Hartal Warisan...hal.l 33-24. 
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e. Padal asasnyal hartal peninggalanl tidakl bolehl dibiarkanl dalaml keadaanl 

tidakl terbagi,l kecualil jikal hall itul terjadi,l denganl persetujuanl paral ahlil 

waris. 

f. Padal asasnyal setiapl orangl sekalipunl bayil yangl barul dilahirkanl adalahl 

cakapl untukl untukl mewaris,l kecualil merekal yangl dinyatakanl tidakl patutl 

untukl mewaris.l Bahkanl lebihl lanjutl KUHPerdatal Pasall 2l menyatakanl 

bahwal bayil yangl beluml lahirl (masihl dalaml kandungan)l mempunyail hakl 

waris. 

5. Hal-Hall yangl Dapatl membatalkanl Ahlil Warisl Mendapatkanl Warisan 

a. Ahlil warisl yangl telahl dihukuml karenal dipersalahkanl telahl membunuhl 

ataul mencobal membunuhl ataul menganiayal beratl pewarisl (Pasall 838l ayatl 

(1)l KUHPerdata. 

b. Orangl yangl pernahl memfitnahl pewaris,l danl denganl putusanl hakiml sil 

pewarisl tersebutl diancaml denganl hukumanl penjaral 5l tahunl ataul hukumanl 

yangl lebihl beratl lagil (Pasall 838l ayatl (2)l KUHPerdata). 

c. Orangl yangl menghalangil ataul denganl kekerasanl memaksal pewarisl 

mencabutl kembalil wasiatnyal (Pasall 838l ayatl (3)l KUHPerdata). 

d. Merekal yangl telahl menggelapkan,l merusakl ataul memalsukanl suratl 

wasiatl yangl meninggall (Pasall 838l ayatl (4)l KUHPerdata). 

e. Dalaml Pasall 839l KUHPerdatal mengaturl tentangl ketentuanl bahwal orangl 

yangl tidakl patutl menerimal warisan,l harusl mengembalikanl semual hasill 

danl pendapatanl yangl telahl dinikmatinyal semenjakl warisanl tersebutl 

terbuka. 
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f. Dalaml Pasall 840l KUHPerdatal mengaturl tentangl ketentuanl bahwal anak-

anakl daril orangl yangl tidakl patutl menerimal warisanl tetapl berhakl 

menerimal warisan,l tetapil orangl tuanyal (yangl tidakl patutl menerimal 

warisanl tersebut)l tidakl bolehl menikmatil hasill warisanl tersebut. 

6. Tatal Caral Pewarisan 

Menurutl KUHPerdata,l adal dual caral untukl mendapatkanl warisan,l yaitul 

mewarisl menurutl ketentuanl undang-undangl danl mewarisl berdasarkanl 

wasiat:
29

l Adapunl penjelasanl daril tatal caral pewarisanl adalahl sebagail berikut: 

a. Mewarisl menurutl ketentuanl Undang-Undangl (abl intestato)l  

Statusl Ahlil Warisl dalaml pewarisanl menurutl Undang-undangl 

dapatl dijelaskanl sebagail berikut: 

1) Mewarisl berdasarkanl kedudukanl sendiril (Uitl Eigenl Hoofde) 

Merekal yangl terpanggill untukl mewarisl berdasarkanl 

haknya/kedudukannyal sendiri,l mewarisl kepalal demil kepala,l 

sedangl merekal mewarisl berdasarkanl pergantianl tempat,l mewarisl 

pancangl demil pancangl (Pasall 852l ayatl (2)l KUHPerdata). 

Ahlil warisl yangl memperolehl warisanl berdasarkanl 

kedudukannyal sendiril terhadapl pewaris,l misalnyal anakl pewaris,l 

isteri/suamil pewarisl dibagil dalaml golongan-golonganl ahlil warisl 

berdasarkanl sisteml keutamaan,l yaitu:
30

l  
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l Subekti,l  Pokok-Pokokl  Hukuml  Perdata,l  (Jakarta:l Intermasal  cet.l  kel XXXI,l  2003),l  hal.l 95. 
30

l Wahyonol Darmabrata,l Tinjauanl Undang-Undangl No.l 1l Tahunl 1974l Tentangl Perkawinanl 

Besertal Undang-Undangl Danl Peraturanl Pelaksanaannya,l (Jakarta:CVl Gitamal Jaya,l 2003),l h.79-80 
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a) Ahlil warisl golonganl pertama,l yangl terdiril daril keturunan,l baikl 

sahl maupunl luarl kawinl yangl diakui,l besertal suamil (duda)l ataul 

isteril (janda)l yangl hidupl terlama. 

b) Ahlil warisl golonganl kedua,l yangl terdiril daril ayah-ibul danl 

sudaral keturunanl merekal laki-lakil danl perempuan. 

c) Ahlil warisl golonganl ketiga,l yangl terdiril daril kakekl nenek,l danl 

seterusnyal kel atas.l Dalaml pewarisanl golonganl ketigal terjadil 

kloving. 

d) Ahlil warisl golonganl keempat,l yangl terdiril daril saudaral yangl 

lebihl jauh,l dalaml garisl menyampingl sampail derajatl keenam. 

2) Mewarisl berdasarkanl penggantianl tempat 

Ahlil warisl penggantil berhubungl orangl yangl berhakl 

mewarisl telahl meninggall dunial lebihl dahulul daril padal pewaris.l 

Contohnyal adalahl seorangl ayahl meninggall dunial lebihl dahulul daril 

padal kakek,l makal anak-anakl ayahl yangl meninggall itul 

menggantikanl kedudukanl ayahnyal sebagail ahlil warisl daril kakek. 

Terdapatl tigal macaml penggantianl tempat,l yaitu;l Pertama,l 

penggantianl tempatl kel bawah,l yaknil pengganianl tempatl untukl anakl 

yangl meninggall dunial lebihl dahulul daril pewarisl yangl digantikanl 

terusl kel bawahl olehl cucu,l danl keturunannyal terusl kel bawahl (Pasall 

842l KUHPerdata).l Kedua,l penggantianl kel samping,l untukl saudaral 

laki-lakil danl saudaral perempuanl yangl meninggall dunial lebihl 

dahulul daril pewaris,l digantikanl olehl keturunanl merekal (Pasall 844l 
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KUHPerdata).l Ketiga,l penggantianl kel sampingl untukl saudaral yangl 

lebihl jauhl dampail derajatl keenaml (Pasall 845l jol 861l KUHPerdata).
31

 

Padal Kitabl Undang-Undangl Hukuml Perdatal 

(KUHPerdata)l tidakl membedakanl antaral ahlil warisl laki-lakil danl 

perempuan,l jugal tidakl membedakanl urutanl kelahiran,l hanyal dal 

ketentuanl bahwal ahlil warisl golonganl pertamal jikal masihl adal makal 

akanl menutupl hakl anggotal keluargal lainnyal dalaml garisl lurusl kel 

atasl maupunl kel samping.l Demikianl pulal golonganl yangl lebihl dekatl 

derajatnyal menutupl yangl lebihl jauhl derajatnya.l Sedangkanl ahlil 

warisl menurutl suratl wasiatl ataul testamen,l jumlahnyal tidakl tentul 

sebabl ahlil warisl macaml inil bergantungl padal kehendakl sil pembuatl 

wasiat. 

b. Mewarisl berdasaranl wasiat 

Padal dasarnya,l wasiatl berkaitanl denganl hartal kekayaanl 

seseorangl padal waktul masihl hidup.l Selainl itu,l mungkinl orangl yangl 

mempunyail hartal tersebutl khawatirl hartal bendanyal akanl menjadil 

percekcokanl diantaral anggotal keluarga,l danl untukl mempermudahl 

prosesl hibahl wasiatl dil eral modernl inil peranl Notarisl sangatl dibutuhkan.
32

 

Apabilal pewarisl meninggalkanl wasiat,l makal menurutl undang-

undang,l wasiatl tersebutl harusl tertulisl yangl berisil pernyataanl mengenail 

apal yangl dikehendakil pewarisl setelahl ial meninggal.l Hall inil didasarkanl 

padal ketentuanl Pasall 875l KUHPerdatal yangl menyatakanl bahwal 

                                                           
31

l Wahyonol Darmabrata,l op.l cit.,l hal.l 80-81. 
32

l Wirjonol Prodjodikiro,l op.l cit.,l hal.l 69. 
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testamentl adalahl suatul aktal yangl memuatl pernyataanl seseorangl tentangl 

apal yangl dikehendakinyal akanl terjadil setelahl dial meninggall danl yangl 

olehnyal dapatl dicabutl kembali.
33

 

Pewarisl pembuatl wasiatl harusl berakall sehatl (Pasall 895l 

KUHPerdata),l artinyal tidakl sakitl ingatanl ataupunl tidakl sakitl beratl yangl 

mengakibatkanl tidakl dapatl berfikirl secaral wajar.l Jikal suratl wasiatl 

memuatl syarat-syaratl yangl tidakl dapatl dimengertil ataul tidakl mungkinl 

dapatl dilaksanakanl ataul bertentanganl denganl kesusilaan,l hall yangl 

demikianl itul harusl dianggapl tidakl tertulis.l Suratl wasiatl tidakl bolehl 

memuatl ketentuanl yangl mengurangil bagianl mutlakl paral ahlil warisl ataul 

legiiemel portiel (Pasall 919l KUHPerdata).
34

 

7. Penghalangl Kewarisan 

Sesuail denganl unsur-unsurl pewarisan,l dalaml KUHPerdatal terdapatl 

jugal ahlil warisl yaitul orangl yangl menerimal hartal warisanl daril pewaris.l Padal 

dasarnyal tidakl semual ahlil warisl mendapatl warisanl daril pewaris.l Orang-orangl 

yangl tidakl berhakl mendapatl warisanl daril pewarisl adalahl sebagail berikut: 

a. Pasall 838l ayatl (1)l KUHPerdatal “Merekal yangl telahl dihukuml karenal 

dipersalahkanl telahl membunuhl ataul mencobal membunuhl ataul 

menganiayal beratl sil yangl meninggal. 

b. Pasall 838l ayatl (2)l KUHPerdatal “Merekal denganl putusanl hakiml pernahl 

dipersalahkanl karenal memfitnahl telahl mengajukanl pengaduanl terhadapl 

sil yangl meninggal,l yaitul suatul pengaduanl telahl melakukanl suatul 
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2014),l hal.l 202. 
34

l Ibid 



31 

 

kejahatanl yangl terancaml denganl hukumanl penjaral 5(lima)l tahunl 

lamanyal ataul hukumanl lebihl berat. 

c. Pasall 838l ayatl (3)l KUHPerdatal “Merekal yangl denganl kekerasanl ataul 

perbuatanl tidakl mencegahl sil yangl meninggall untukl membuatl ataul 

mencabutl suratl wasiatnya. 

d. Pasall 838l ayatl (4)l KUHPerdatal “Merekal yangl telahl menggelapkan,l 

merusakl ataul memalsukanl suratl wasiatl sil yangl meninggal. 

B. Warisl dalaml Perspektifl  Hukuml Islam 

1. Definisil hukuml waris 

Menurutl Muhammadl Aminl Sumal sebagaimanal dikutipl olehl Lubisl 

menyatakanl bahwa,l hukuml kewarisanl Islaml yaitul hukuml yangl mengaturl 

peralihanl pemilikanl hartal peninggalanl pewaris,l menetapkanl siapal yangl 

berhakl menjadil ahlil waris,l menentukanl beberapal bagianl masing-masingl ahlil 

warisl denganl mengaturl kapanl pembagianl hartal kekayaanl pewarisl 

dilaksanakan.
35

 

2. Dasarl hukuml warisl menurutl hukuml Islam 

Dasarl hukuml warisl menurutl hukuml Islaml adalahl al-Qur‟an,l hadis,l 

ijma‟,l ijtihadl paral sahabatl danl imaml madzhab,l sertal berdasarkanl Kompilasil 

Hukuml Islaml yangl merupakanl hasill ijtihadl daril ahlil hukuml dil Indonesia.
36

l 

Adapunl keteranganl daril mesing-masingl sumberl hukuml tersebutl adalahl 

sebagail berikut: 

a. Sumberl hukuml warisl dalaml al-Qur‟an 
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l Suhrawardil K.l Lubis,l  Hukuml Warisl Islaml (Jakarta;l Sinarl Grafika,l 2008)l  hall 34. 
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l Muhammadl Alil Ash-Shabuni,l  Pembagianl Warisl Menurutl Islaml (Jakarta:l Sinarl rafika,l  cetl  
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Terdapatl setidaknyal 5l ayatl dalaml al-Qur‟anl yangl menjelaskanl 

mengenail warisan,l diantaranya: 

اذَِا َٚl  َحَضَسl  َح َّ ٌْمعِْ ٌْمسُْتٰى lاٌُُٚٛا lا ى lا ّٰ ٌٍْرَٰ ا َٚl  ُٓ ٍْ عٰىِ َّ ٌْ ا َٚl  ُْ ُ٘ ْٛ  lفاَزْشُلُ

 ُْٕٗ ِِّl ا ْٛ ٌُ ْٛ لُ َٚl  ُْ ٌَُٙl  ًل ْٛ فاً lلَ ْٚ ؼْسُ َِّ 
“Danl apabilal sewaktul pembagianl itul hadirl beberapal kerabat,l anak-anakl 

yatiml danl orang-orangl miskin,l makal berilahl merekal daril hartal itul 

(sekedarnya)l danl ucapkanlahl kepadal merekal perkataanl yangl baik.”l 

(Q.S.l an-Nisa‟:l 8). 

Ayatl dil atasl menjelaskanl pemberianl warisanl kepadal kerabatl yangl 

tidakl mempunyail hakl warisanl namunl pemberiannyal hanyal sekedarnyal 

tidakl bolehl lebihl daril sepertigal hartal warisan. 

 ُُ ٍْىُ صِ ْٛ ٌُl  ُ
ًْ   lاّللٰ ُْ  lفِ لَدِوُ ْٚ ًُ  lٌٍِرَّوَسِ  lاَ صْ ِِl  ِّحَظl  ِٓ ٍْ ْٔصٍََ   l   ۚlالُْ

“Allahl mensyariatkanl (mewajibkan)l kepadamul tentangl (pembagianl 

warisanl untuk)l anak-anakmu,l (yaitu)l bagianl seorangl anakl laki-lakil 

samal denganl bagianl dual orangl anakl perempuan.”l (Q.S.l an-Nisa‟:l 11). 

 

Ayatl tersebutl menjelaskanl bagianl ahlil warisl laki-lakil dual kalil lipatl 

bagianl perempuanl adalahl karenal laki-lakil berkewajibanl membayarl masl 

kawinl danl memberil nafkah. 

 ُْ ٌىَُ َٚl  ُٔصِْفl ا َِl  َذسََنl  ُْ اجُىُ َٚ ْْ  lاشَْ ُْ  lاِ ٌَّl  ْٓ َّٓ  lٌىَُ ُ ٌَّٙl   ٌَد َٚl   ۚl  

“Danl bagianmul (suami-suami)l adalahl seperdual daril hartal yangl 

ditinggalkanl olehl istri-istrimu,l jikal merekal tidakl mempunyail anak.“l 

(Q.S.l an-Nisa‟:l 12). 

 

Ayatl dil atasl menjelaskanl kewarisanl sebabl adal hubunganl 

perkawinanl suamil istri,l sertal bagianl masing-masingl yangl berhakl 
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diperolehl baikl ketikal mempunyail keturunanl ataupunl tidakl mempunyail 

keturunan. 

ٔهََ   ْٛ ًِ  lٌعَْرفَْرُ ُ  lلُ
ُْ  lاّللٰ ٍْىُ ٍحَِ  lفىِ lٌفُْرِ ٍٰ ٌْىَ ِْ  lا اِ  ۚl ا سُؤ  ِْ ٍْطَ  lٍَ٘هََ  lا ٌَl 

  ٗ ٌَl   ٌَد َٚl    ٗ ٌَ َّٚl   اخُْدl َفٍََٙاl  ُٔصِْفl ا َِl   َذسََنl  

l “Merekal memintal fatwal kepadamul (tentangl kalalah).l Katakanlah,l 

“Allahl memberil fatwal kepadamul tentangl kalalahl (yaitu),l jikal seseorangl 

matil danl dial tidakl mempunyail anakl tetapil mempunyail saudaral 

perempuan,l makal bagiannyal (saudaral perempuannyal itu)l seperdual daril 

hartal yangl ditinggalkannya.”l (Q.S.l an-Nisa‟:l 176). 

Ayatl dil atasl menerangkanl penyelesaianl hukuml kewarisanl 

kalalah,l yaitul ketikal seseorangl meninggall dunial dalaml keadaanl tidakl 

meninggalkanl anakl danl ayahl yangl berstatusl sebagail ahlil waris,l namunl 

meninggalkanl saudaral perempuan. 

  ً ى lإٌََّثِ ٌٰ ْٚ َٓ  lاَ ٍْ ِٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ ْٓ  lتاِ ِِl  ُْ ِٙ ْٔفعُِ ٗ    lاَ اجُ َٚ اشَْ َٚl  ُْ رُُٙ ٰٙ َِّ اٌُُٚٛا lاُ َٚ  ۚl 

 َِ ُْ  lالْزَْحَا ى lتؼَْضُُٙ ٌٰ ْٚ ًْ  lتثِؼَْض   lاَ ِ  lوِرٰةِ  lفِ
  lاّللٰ

“Nabil itul lebihl utamal bagil orang-orangl mukminl dibandingkanl diril 

merekal sendiril danl istri-istrinyal adalahl ibu-ibul mereka.l Orang-orangl 

yangl mempunyail hubunganl darahl satul samal lainl lebihl berhakl (waris-

mewarisi)l dil dalaml Kitab.”l (Q.S.l al-Ahzab:l 6). 

 

Padal ayatl dil atasl Allahl menegaskanl bahwal kedudukanl Nabil itul 

lebihl utamal bagil orang-orangl mukminl daripadal sekedarl bapakl daril 

seseorang.l Bahkan,l beliaul lebihl utamal dibandingkanl diril merekal sendiril 

sebabl belial selalul menginginkanl kebaikanl bagil umatnyal danl berkatl 

beliaul pulal merekal selamatl daril kebinasaan.l Danl apapunl istri-isterinyal 
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secaral hukuml adalahl sepertil ibu-ibul merekal sendiril yangl harusl 

dimuliakanl danl haraml merekal nikahil jandanya. 

Begitupunl hanyal orang-orangl yangl mempunyail hubunganl darahl 

yangl satul samal lainl lebihl berhakl untukl salingl mewarisil sebagaimanal 

tercantuml didalaml kitabl Allah,l daril padal orang-orangl mukminl danl 

orang-orangl muhajirinl yangl hanyal diikatl olehl hubunganl keagamaan,l 

bukanl kekerabatan,l kecualil kalaul kamul hendakl berbuatl baikl denganl 

berwasiatl yangl lebihl daril sepertigal hartamul kepadal saudara-saudaramul 

seagama. 

b. Sumberl hukuml warisl dalaml hadits 

Setidaknyal terdapatl 2l haditsl yangl menjadil dasarl hukuml 

kewarisanl Islam,l antaral lain: 

“Daril Usamahl binl Zaidl R.Al bahwal Nabil Muhammadl SAWl bersabda:l 

musliml tidakl dapatl mewarisil hartanyal orangl kafirl danl orangl kafirl tidakl 

pulal mewarisil hartanyal orangl muslim”l (HR.l Bukharil Muslim)
37

 

 

Berdasarkanl haditsl dil atas,l makal sesamal musliml salingl mewarisi,l 

sedangkanl setiapl orangl musliml tidakl berhakl mewarisil orangl kafirl danl 

sebaliknya.l Kemudianl haditsl lainl yangl menjadil dasarl hukuml warisl 

yaitu: 

“Daril Ibnul Abbas,l ial berkatal Rasulullahl SAWl bersabda:l berikanlahl 

warisanl kepadal yangl berhakl danl sisanyal makal milikl laki-lakil yangl 

palingl hebatl keturunanl laki-lakil yangl terdekat”.l (HRl Bukharil Muslim). 

 

Haditsl dil atasl menerangkanl urutanl pembagianl hartal warisl yangl 

lebihl didahulukanl yaitul daril golonganl ahlil warisl yangl bagiannyal telahl 
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ditentukanl ashabull furudh,l setelahl itul sisanyal adalahl bagianl ashabahl 

ahlil warisl yangl menerimal sisal hartal warisanl daril ashabull furudh. 

c. Ijma‟l (ijtihadl paral sahabatl danl imaml mujtahid) 

Peranl paral sahabatl danl Imaml mazhabl sangatlahl pentingl untukl 

memecahkanl masalah-masalahl yangl beluml dinyatakanl baikl dalaml al-

Qur‟anl maupunl haditsl salahl satunyal terkaitl masalahl kewarisanl denganl 

jalanl ijma‟.l Keputusanl hasill daril musyawarahl paral sahabatl danl imaml 

madzhabl salahl satunyal yaitul statusl cucul yangl ayahnyal lebihl dulul 

meninggall dibandingl kakekl yangl akanl diwarisil danl mewarisil bersamal 

denganl saudara-saudaral ayahnya. 

Menurutl ketentuanl yangl berlaku,l merekal tidakl mendapatl apa-apal 

karenal dil hijabl olehl saudaral ayahnya.l Tetapil menurutl kitabl UUl hukuml 

wasiatl Mesir,l hasill ijmal paral ulamal mutaqaddiminl berpendapatl bahwal 

merekal akanl mendapatkanl bagianl berdasarkanl wasiatl wajibah. 

d. Kompilasil hukuml Islaml (ijtihadl ahlil hukuml Indonesia) 

Merupakanl salahl satul metodel ijtihadl dalaml istinbathl al-hukmi,l 

yaitul usahal menggalil sertal merumuskanl hukuml hasill kesepakatanl 

ulamal Indonesial danl diberlakukanl dil negaral Indonesial yangl termuatl 

dalaml bukul 2l pasall 171-191l menjelaskanl siapal yangl termasukl ahlil 

waris,l kedudukanl ahlil waris,l sertal bagianl masing-masingl ahlil waris. 

3. Rukunl warisl danl syaratl mendapatkanl waris 

Rukunl secaral bahasal berasall daril bahasal Arabl yangl berartil sudutl ataul 

tiangl sandaran.l Rukunl jugal mengandungl artil asas,l dasar,l ataul sisil yangl kuatl 
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daril sesuatu.l Secaral istilahl rukunl adalahl keberadaanl sesuatul yangl lain.l Yangl 

dimaksudl denganl rukunl dalaml kewarisanl inil adalahl sesuatul yangl harusl adal 

untukl mewujudkanl bagianl hartal waris,l dimanal bagianl hartal warisl tidakl akanl 

ditemukanl bilal tidakl adal rukun-rukunnya.
38

 

Untukl terjadinyal sebuahl pewarisanl harta,l makal harusl dipenuhinyal tigal 

rukunl waris.l Bilal salahl satul daril tigal rukunl inil tidakl terpenuhi,l makal tidakl 

terjadil pewarisan.l Ketigal rukunl itul adalahl al-muwarits,l al-waritsl danl al-

mauruts.l Lebihl rincinyal adalahl sebagail berikut: 

a. Al-Muwarisl diterjemahkanl sebagail pewaris,l yaitul orangl yangl 

memberikanl hartal warisan.l Dalaml ilmul waris,l al-muwaritsl adalahl orangl 

yangl meninggall dunia,l lalul hartanyal dibagi-bagil kepadal paral ahlil waris.l 

Hartal yangl dibagil haruslahl milikl seseorang,l bukanl milikl instansil ataul 

negara.l Sebabl instansil ataul negaral bukanlahl termasukl pewaris. 

b. Al-Waritsl diterjemahkanl sebagail ahlil waris,l yaitul yangl berhakl untukl 

menerimal hartal peninggalan,l karenal adanyal ikatanl kekerabatanl (nasab)l 

ataul ikatanl perkawinan. 

c. Hartal Warisl adalahl bendal ataul hakl kepemilikanl yangl ditinggalkan,l baikl 

berupal uang,l tanah,l danl sebagainya.l Sedangkanl hartal yangl bukanl milikl 

pewaris,l tentul sajal tidakl bolehl diwariskan.l Misalnya,l hartal bersamal 

milikl suamil istri.l Bilal suamil meninggal,l makal hartal itul harusl dibagil dual 

lebihl dahulul untukl memisahkanl manal yangl milikl suamil danl manal yangl 
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milikl istri.l Barulahl hartal yangl itul dibagil waris.l Sedangkanl hartal yangl 

milikl istri,l tidakl dibagil warisl karenal bukanl termasukl hartal warisan. 

4. Ahlil warisl menurutl Kompilasil Hukuml Islaml (KHI) 

Kompilasil Hukuml Islaml (KHI)l merumuskanl pelaksanaanl tigal 

persoalanl pokokl dalaml keperdataanl Islaml yangl berkaitanl denganl kondisil 

sosiall yangl sangatl mendesak,l yaitul perkawinan,l kewarisan,l danl perwakafan.l 

Pengaturanl bidangl kewarisanl diaturl padal bukul IIl yangl terdiril daril 6l babl danl 

44l pasall (pasall 171l samapail denganl pasall 214).l Ahlil warisl dalaml Kompilasil 

Hukuml Islaml (KHI)l diaturl padal babl IIl pasall 172l sampail denganl pasall 175.l  

Pengaturanl kembalil pelaksanaanl kewarisanl Islaml dalaml Kompilasil 

Hukuml Islaml (KHI)l dimaksudkanl untukl menyatukanl polal penerapanl 

hukumnya,l jugal dimaksudkanl agarl perumusanl kebijaksanaanl aturan-aturanl 

yangl tidakl sesuail denganl kondisil sosiall yangl adal dil Indonesial diformulasikanl 

kembali.l Kebutuhanl kontemporerl berdasarkanl tuntunanl sosial,l reformulasil 

sisteml pengaturanl kewarisanl yangl adal dlaml fikihl kewarisanl terdahulul 

pentingl dilakukanl untukl mendapatkanl kesesuaianl denganl kondisil sosiall 

umatl Islaml yangl adal dil Indonesia. 

Kelompokl ahlil warisl dalaml Kompilasil Hukuml Islaml (KHI)l dapatl 

dilihatl padal pasall 174l ayatl (1)l hurufl a,l danl pasall 181l danl pasall 182l sebagail 

berikut;l Pertama,l Menurutl hubunganl darah,l dimanal golonganl laki-lakil 

terdiril daril ayah,l anakl laki-laki,l saudaral laki-laki,l pamanl danl kakek.l 

Sedangkanl golonganl perempuanl terdiril daril ibu,l anakl perempuan,l saudaral 
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perempuan,l danl nenek.l Kedua,l Menurutl hubunganl perkawinan,l terdiril daril 

dudal ataul janda. 

Apabilal semual ahlil warisl ada,l makal yangl berhakl mendapatkanl hartal 

warisl sudahl diaturl dalaml pasall 181l danl 182l (KHI)l sebagail berikut;l Pertama,l 

pasall 181l menyebutkan,l “Bilal seseorangl meninggall tanpal meninggalkanl 

anakl danl ayah,l makal saudaral laki-lakil danl saudaral perempuanl ibul masing-

masingl mendapatkanl seperenaml bagian.l Bilal merekal itul dual orangl ataul 

lebih,l makal merekal bersama-samal mendapatl sepertigal bagian.l Kedua,l pasall 

182l menyebutkanl bahwa,l Bilal seorangl meninggall tanpal meninggalkanl ayahl 

danl anak,l sedangl ial mempunyail satul saudaral perempuanl kandungl ataul 

seayah,l makal ial mendapatl sepuluhl bagian.l Bilal saudaral perempuanl tersebutl 

bersama-samal denganl saudaral perempuanl kandungl ataul seayahl dual orangl 

ataul lebih,l makal merekal bersama-samal mendapatl dual pertigal bagian.l Bilal 

saudaral perempuanl tersebutl bersama-samal denganl saudaral laki-lakil 

kandungl ataul seayah,l makal bagianl saudaral laki-lakil dual berbandingl satul 

denganl saudaral perempuan.
39

 

Ahlil warisl adalahl orang-orangl yangl akanl menerimal pemilikanl hartal 

(tirkah)l peninggalanl pewaris.l Padal diril pewarisl harusl didasaril olehl adanyal 

kematian.l Sedangkanl padal diril ahlil warisl sebaliknya,l yaitul benar-benarl 

hidupl disaatl kematianl pewaris.l Padal pasall 171l hurufl (c)l dirumuskanl sebagail 

berikut:l “Ahlil warisl adalahl orangl yangl padal saatl meninggall dunial 

mempunyail hubunganl darahl ataul hubunganl perkawinanl denganl pewaris,l 
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beragamal Islaml danl tidakl terhalangl karenal hukuml untukl menjadil ahlil 

waris.
40

 

Pasall 171l hurufl (c)l dijelaskanl padal kalimat;”orangl yangl padal saatl 

meninggall dunia”,l kalimatl inil memberikanl pemahamanl bahwal kematianl 

harusl terjadil padal diril pewaris.l Sedangkanl benar-benarl hidupnyal ahlil warisl 

disaatl kematianl pewaris,l secaral tersuratl tidakl dapatl dipahamil padal pasall 171l 

hurufl (c)l tersebut.l Yangl dapatl dipahamil secaral tersuratl dalaml pasall 171l hurufl 

(c)l adalahl sebab-sebabl danl syarat-syaratl mewarisi. 

Kitabl danl bukul fikihl kewarisan,l merumuskanl sebab-sebabl kewarisanl 

menjadil empatl danl tigal hubungan,l yaitu;l hubunganl darahl ataul kekerabatan,l 

hubunganl pernikahan,l hubunganl wala’,l danl hubunganl agama.
41

l Gunal 

mengetahuil posisil empatl hubunganl sebab-sebabl mewarisil dalaml Kompilasil 

Hukuml Islaml (KHI),l makal akanl penelitil paparkanl sebagail berikut: 

a. Hubunganl darahl ataul kekerabatan 

Hubunganl darahl ataul hubunganl kekerabatanl menjadil sebabl 

seseorangl mewarisil hartal peninggalanl pewaris.l Hubunganl darahl 

menjadil sebabl mewarisil berdasarkanl dalill daril Q.S.l an-Nisa‟,l 4:l 11l 

sebagail berikut: 

 ُُ ٍْىُ صِ ْٛ ٌُl  ُ
ًْ   lاّللٰ ُْ  lفِ لَدِوُ ْٚ ًُ  lٌٍِرَّوَسِ  lاَ صْ ِِl  ِّحَظl  ِٓ ٍْ ْٔصٍََ ْْ  l   ۚlالُْ ِ َّٓ  lفاَ  lٔعَِاۤءً  lوُ

قَ  ْٛ ِٓ  lفَ ٍْ َّٓ  lاشْٕرََ ا lشٍُصُاَ lفٍََُٙ َِl  َذسََنl   ۚl  ْْ اِ َٚl  َْوَأدl  ًاحِدَج َٚl َفٍََٙاl  ُإٌِّصْفl   ۚl 

 ِٗ ٌْ َٛ لِتََ َٚl  ًِّ احِد   lٌىُِ َٚl ا َّ ُْٕٙ ِِّl  ُدُض ا lاٌع  َّّ ِِl  َذسََنl  ْْ َْ  lاِ ٗ   lوَا ٌَl   ٌَد َٚl   ۚl  ْْ ِ ُْ  lفاَ ٌَّl 

 ْٓ ٗ   lٌىَُ ٌَّl   ٌَد َٚl    ٗ زِشَ َٚ َّٚl  ُٖ ٰٛ ِٗ  lاتََ ِِّ سُُ  lفلَِاُ ْْ  l   ۚlاٌصٍ  ِ َْ  lفاَ ٗ    lوَا ٌَl   ج َٛ ِٗ  lاخِْ ِِّ  lفلَِاُ
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ْٓ   lدُضُ اٌع   ِِl  ِتؼَْدl   صٍَِّح َٚl  ًْ صِ ْٛ  ٌl   َتِٙاl  ْٚ ٓ   lاَ ٌْ ُْ  l   ۚlدَ ُْ   lاٰتاَۤؤُوُ اتَْٕاَۤؤُوُ َٚl  َلl 

 َْ ْٚ ُْ  lذدَْزُ ُ ُْ  lالَْسَبُ  lاٌَٙ  ٌْضَحً  l   ۚlٔفَْؼًا lٌىَُ َٓ  lفسَِ ِِّl  ِ
َّْ  l   ۚlاّللٰ َ  lاِ

َْ  lاّللٰ ا lوَا ًّ ٍْ  lػٍَِ

ا ًّ ٍْ  حَىِ

“Allahl mensyariatkanl (mewajibkan)l kepadamul tentangl (pembagianl 

warisanl untuk)l anak-anakmu,l (yaitu)l bagianl seorangl anakl laki-lakil 

samal denganl bagianl dual orangl anakl perempuan.l Danl jikal anakl itul 

semuanyal perempuanl yangl jumlahnyal lebihl daril dua,l makal bagianl 

merekal dual pertigal daril hartal yangl ditinggalkan.l Jikal dial (anakl 

perempuan)l itul seorangl saja,l makal dial memperolehl setengahl (hartal yangl 

ditinggalkan).l Danl untukl kedual ibu-bapak,l bagianl masing-masingl 

seperenaml daril hartal yangl ditinggalkan,l jikal dial (yangl meninggal)l 

mempunyail anak.l Jikal dial (yangl meninggal)l tidakl mempunyail anakl danl 

dial diwarisil olehl kedual ibu-bapaknyal (saja),l makal ibunyal mendapatl 

sepertiga.l Jikal dial (yangl meninggal)l mempunyail beberapal saudara,l 

makal ibunyal mendapatl seperenam.l (Pembagian-pembagianl tersebutl dil 

atas)l setelahl (dipenuhi)l wasiatl yangl dibuatnyal ataul (danl setelahl dibayar)l 

utangnya.l (Tentang)l orangl tuamul danl anak-anakmu,l kamul tidakl 

mengetahuil siapal dil antaral merekal yangl lebihl banyakl manfaatnyal 

bagimu.l Inil adalahl ketetapanl Allah.l Sungguh,l Allahl Mahal Mengetahui,l 

Mahabijaksana”.l (Q.S.l an-Nisa‟,l 4:l 11). 

 

Ahlil warisl yangl termasukl kelompokl menurutl hubunganl darahl inil 

adalahl sepertil dalaml rumusanl pasall 174l ayatl (1)l hurufl (a)l Kompilasil 

Hukuml Islaml (KHI)l denganl rincianl sebagail berikut;l 1)l golonganl laki-

lakil terdiril daril ayah,l anakl laki-laki,l saudaral laki-laki,l paman,l danl kakek.l 

2)l Golonganl perempuanl terdiril daril ibu,l anakl perempuan,l saudaral 

perempuan,l danl nenek.
42

 

b. Hubunganl pernikahan 

Kaitannyal denganl ahlil warisl daril hubunganl perkawinan,l makal 

Kompilasil Hukuml Islaml (KHI)l pasall 174l ayatl (1)l hurufl (b)l memberikanl 
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rincianl bahwal yangl termasukl dalaml kelompokl inil adalahl dudal ataul 

janda.Pasall inil dipahamil bahwal apabilal terjadil kematianl salahl satul pihakl 

daril suamil ataul isteri,l makal statusnyal berubahl menjadil dudal (suami)l 

ataul jandal (isteri).l Hubunganl perkawinanl menjadil sebabl mewarisil 

adalahl karenal berdasarkanl al-Qur‟anl suratl an-Nisa‟,l 4:l 12l sebagail 

berikut: 

 ُْ ٌىَُ َٚl  ُٔصِْفl ا َِl  َذسََنl  ُْ اجُىُ َٚ ْْ  lاشَْ ُْ  lاِ ٌَّl  ْٓ َّٓ  lٌىَُ ُ ٌَّٙl   ٌَد َٚl   ۚl  ْْ ِ َْ  lفاَ َّٓ  lوَا ٌَُٙl 

ٌدَ   َٚl  ُُ تغُُ  lفٍَىَُ ا lاٌس  َّّ ِِl  َٓ ْٓ   lذسََوْ ِِl  ِتؼَْدl   صٍَِّح َٚl  َٓ ٍْ صِ ْٛ  ٌl   َتِٙاl  ْٚ ٓ   lاَ ٌْ  l   ۚlدَ

 َّٓ ٌَُٙ َٚl  ُُتغ ا lاٌس  َّّ ِِl  ُْ ْْ  lذسََوْرُ ُْ  lاِ ٌَّl  ْٓ ُْ  lٌىَُ ٌدَ   lٌَّىُ َٚl   ۚl  ْْ ِ َْ  lفاَ ُْ  lوَا ٌدَ   lٌىَُ َٚl 

 َّٓ ُٓ  lفٍََُٙ ُّ ا lاٌص  َّّ ِِl  َذ ُْ ْٓ   lسَوْرُ ِِّl  ِتؼَْدl   صٍَِّح َٚl  َْ ْٛ صُ ْٛ ْٚ  lتِٙاَ   lذُ ٓ   lاَ ٌْ ْْ  l   ۚlدَ اِ َٚl 

 َْ ً   lوَا زَزُ  lزَجُ ْٛ  ٌl  ًٍَح ٍٰ ِٚ  lوَ سَاجَ   lاَ ِْ ٗ    lا ٌَ َّٚl   َاخl  ْٚ ًِّ  lاخُْد   lاَ احِد   lفٍَىُِ َٚl ا َّ ُْٕٙ ِِّl 

دُضُ   ْْ  lاٌع  ِ ا lفاَ  ْٛ ْٓ  lاوَْصسََ  lوَأُ ِِl  َِذٌٰهl  ُْ سُِ  lفىِ lشُسَوَاۤءُ  lفَُٙ ْٓ   lاٌصٍ  ِِl  ِتؼَْدl 

صٍَِّح   َٚl صٰى ْٛ  ٌl   َتِٙاl  ْٚ ٓ    lاَ ٌْ ٍْسَ  lدَ ضَاۤز   lغَ ُِl   ۚl  ًصٍَِّح َٚl  َٓ ِِّl  ِ
ُ  l   ۚlاّللٰ

اّللٰ َٚl 

  ُ ٍْ ُ    lػٍَِ ٍْ  حٍَِ

“Danl bagianmul (suami-suami)l adalahl seperdual daril hartal yangl 

ditinggalkanl olehl istri-istrimu,l jikal merekal tidakl mempunyail anak.l Jikal 

merekal (istri-istrimu)l itul mempunyail anak,l makal kamul mendapatl 

seperempatl daril hartal yangl ditinggalkannyal setelahl (dipenuhi)l wasiatl 

yangl merekal buatl ataul (danl setelahl dibayar)l utangnya.l Paral istril 

memperolehl seperempatl hartal yangl kamul tinggalkanl jikal kamul tidakl 

mempunyail anak.l Jikal kamul mempunyail anak,l makal paral istril 

memperolehl seperdelapanl daril hartal yangl kamul tinggalkanl (setelahl 

dipenuhi)l wasiatl yangl kamul buatl ataul (danl setelahl dibayar)l utang-

utangmu.l Jikal seseorangl meninggal,l baikl laki-lakil maupunl perempuanl 

yangl tidakl meninggalkanl ayahl danl tidakl meninggalkanl anak,l tetapil 

mempunyail seorangl saudaral laki-lakil (seibu)l ataul seorangl saudaral 

perempuanl (seibu),l makal bagil masing-masingl daril kedual jenisl saudaral 

itul seperenaml harta.l Tetapil jikal saudara-saudaral seibul itul lebihl daril 

seorang,l makal merekal bersama-samal dalaml bagianl yangl sepertigal itu,l 

setelahl (dipenuhil wasiat)l yangl dibuatnyal ataul (danl setelahl dibayar)l 

utangnyal denganl tidakl menyusahkanl (kepadal ahlil waris).l Demikianlahl 
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ketentuanl Allah.l Allahl Mahal Mengetahui,l Mahal Penyantun”l (Q.S.l an-

Nisa‟,l 4:l 12). 

Perkawinanl sebagail sebabl adanyal hubunganl mewarisil tentul harusl 

didasarkanl kepadal perkawinanl yangl sah,l baikl menurutl hukuml agamal 

maupunl hukuml negaral danl perkawinanl tetapl masihl ada.l Ketentuanl 

pernikahanl yangl sahl baikl menurutl agamal maupunl negaral telahl diaturl 

dalaml Kompilasil Hukuml Islaml (KHI)l pasall 4l yaitu,l perkawinanl adalahl 

sahl apabilal dilakukanl menurutl hukuml Islaml sesuail denganl pasall 2l ayatl 

(1)l Undang-Undangl Nomorl 1l tahunl 1974l tentangl Perkawinan.
43

 

Sebagail bentukl daril ketentuanl inil adalahl hanyal dapatl dibuktikanl 

denganl adanyal aktal nikahl yangl dikeluarkanl olehl Pegawail pencatatl 

Nikahl (PPN).l Sedangkanl maksudl perkawinanl tetapl masihl adal adalahl 

perkawinanl yangl masihl utuhl danl beluml terjadil perceraian.l Olehl sebabl 

itul perkawinanl yangl telahl diputuskanl denganl talakl raj’il (talakl kesatul 

ataul talakl kedua)l yangl masal iddahl bagil isteril beluml selesai,l makal hall inil 

tetapl dianggapl perkawinanl masihl adal denganl alasanl sil suamil masihl 

berhakl untukl rujuk. 

c. Hubunganl wala’ 

Al-wala‟l adalahl hubunganl kewarisanl karenal seorangl 

memerdekakanl hambal sahaya,l ataul melaluil perjanjianl tolong-

menolong.l Laki-lakil disebutl mu’tiql danl perempuanl disebutl mu’taqah.l 

Merekal bagiannyal adalahl seperenaml daril hartal warisanl pewaris.l Dalaml 

Kompilasil Hukuml Islaml (KHI),l sebabl wala‟l inil tidakl dicantumkan,l 
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karenal dalaml kehidupanl sekarangl ini,l khususnyal dil Indonesia,l 

perbudakanl tidakl diakuil lagil keberadaannya.l Olehl karenal itu,l sebab-

sebabl salingl mewarisil menurutl Kompilasil hukuml Islaml (KHI)l terdiril 

daril dual hal,l yaitul karenal hubunganl darah,l danl karenal hubunganl 

perkawinanl (pasall 174l ayatl (1)l KHI).l Kehadiranl Islaml denganl semangatl 

egaliterianismenyal menempatkanl tindakanl kemerdekaanl hambal 

sahayal sebagail perbuatanl yangl sangatl mulia.l Bahkanl menurutl agamal 

Islam,l memerdekakanl budakl dijadikanl sebagail kafaratl (sanksil hukum)l 

bagil paral pelakul kejahatan,l misalnyal membunuhl denganl khilaf.
44

l 

Dalaml Q.S.l an-Nisa‟,l 4:l 92l Allahl berfirman: 

ا َِ َٚl  َْ ٓ   lوَا ِِ ؤْ ُّ ٌِl  ْْ ًَ  lاَ ٕاً lٌَّمْرُ ِِ ؤْ ُِl  َِّالl ًـا  ْٓ  l   ۚlخَطَ َِ َٚl  ًَ ٕاً lلرََ ِِ ؤْ ُِl ًـا   lخَطَ

ٌْسُ  ٕحَ   lزَلثَحَ   lفرَحَْسِ ِِ ؤْ  ِl   َدٌِح َّٚl   ح َّ عٍََّ  ِl ى ٌٰ ٗ    lاِ ٍِْ٘ ْْ  lالَِّ   lاَ ا lاَ ْٛ لُ دَّ ْْ  l   ۚlٌَّصَّ ِ  lفاَ

 َْ ْٓ  lوَا ِِl   َ ْٛ ٚ   lلَ ُْ  lػَدُ َٛ  lٌَّىُ ُ٘ َٚl   ٓ ِِ ؤْ ُِl  ٌُْس ٕحَ   lزَلثَحَ   lفرَحَْسِ ِِ ؤْ  ِl  ْْ اِ َٚ  ۚl  َْ  lوَا

 ْٓ ِِl    َ ْٛ ُْ  lلَ ٍْٕىَُ ُْ  lتَ ٍَُْٕٙ تَ َٚl   ٍْصاَق ِِّl   َفدٌَِحl   ح َّ عٍََّ  ِl ى ٌٰ ٗ   lاِ ٍِْ٘ ٌْسُ  lاَ ذحَْسِ َٚl   َزَلثَحl 

ٕحَ   ِِ ؤْ  ِl   ۚl  ْٓ َّ ُْ  lفَ ٌَّl  ٌْجَِدl  َُ ِٓ  lفصٍَِاَ ٌْ ْٙسَ ِٓ   lشَ ٍْ ررَاَتؼَِ ُِl  ًَتح ْٛ َٓ  lذَ ِِّl  ِ
َْ  lاّللٰ وَا َٚ  ۚl 

 ُ
ا lاّللٰ ًّ ٍْ ا lػٍَِ ًّ ٍْ  حَىِ

“Danl tidakl patutl bagil seorangl yangl berimanl membunuhl seorangl yangl 

berimanl (yangl lain),l kecualil karenal tersalahl (tidakl sengaja).l 

Barangsiapal membunuhl seorangl yangl berimanl karenal tersalahl 

(hendaklah)l dial memerdekakanl seorangl hambal sahayal yangl berimanl 

sertal (membayar)l tebusanl yangl diserahkanl kepadal keluarganyal (sil 

terbunuhl itu),l kecualil jikal merekal (keluargal sil terbunuh)l membebaskanl 

pembayaran.l Jikal dial (sil terbunuh)l daril kauml yangl memusuhimu,l 

padahall dial orangl beriman,l makal (hendaklahl sil pembunuh)l 

memerdekakanl hambal sahayal yangl beriman.l Danl jikal dial (sil terbunuh)l 

daril kauml (kafir)l yangl adal perjanjianl (damai)l antaral merekal denganl 

kamu,l makal (hendaklahl sil pembunuh)l membayarl tebusanl yangl 
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diserahkanl kepadal keluarganyal (sil terbunuh)l sertal memerdekakanl 

hambal sahayal yangl beriman.l Barangsiapal tidakl mendapatkanl (hambal 

sahaya),l makal hendaklahl dial (sil pembunuh)l berpuasal dual bulanl 

berturut-turutl sebagail tobatl kepadal Allah.l Danl Allahl Mahal Mengetahui,l 

Mahabijaksana”l (Q.S.l an-Nisa‟,l 4:l 92). 

 

d. Hubunganl agama 

Hubunganl agamal sebagail sebabl waris-mewarisl dalaml Kompilasil 

Hukuml Islaml (KHI)l secaral tersiratl dapatl dipahamil padal pasall 191,l yaitu;l 

“Bilal pewarisl meninggalkanl ahlil warisl samal sekali,l ataul ahlil warisnyal 

tidakl diketahuil adal ataul tidaknya,l makal hartal tersebutl atasl putusanl 

pengadilanl agamal diserahkanl penguasaannyal kepadal baitull mall untukl 

kepentinganl agamal Islaml danl kesejahteraanl umum.
45

 

Baitull mall ataul balail hartal keagamaanl adalahl suatul lembagal yangl 

menampungl hakl pemilikl hartal (tirkah)l pewarisl yangl tidakl 

meninggalkanl ahlil warisl samal sekalil ataul ahlil warisnyal tidakl diketahuil 

adal ataul tidaknya.l Berdasarkanl pasall 191l KHIl tersebut,l adal dual syaratl 

yangl harusl terpenuhil danl barul kemudianl hakl pemilikanl hartal (tirkah)l 

diserahkanl kel baitull mal,l yaitu;l Pertama,l pewarisl tidakl meninggalkanl 

ahlil warisl samal sekali.l Kedua,l tidakl diketahuil keberadaanl ahlil warisl adal 

ataul tidaknya.l Baitull mall dipahamil sebagail salahl satul sebabl warisl 

didasarkanl padal sabdal nabil Muhammadl SAWl sebagail berikut: 

“Yahyal binl Darustal telahl menceritakanl kepadal kami,l Hammadl binl Zaidl 

telahl menceitakanl kepadal kami,l daril Budaill binl Maysarah,l daril Alil binl 

Abil thalib,l daril Rasyid,l daril Abil Thalhah,l daril „Amrl al-Hawzany,l daril al-

Miqdaml al-Syamsyl berkata,l Rasulullahl SAWl bersabda:”l Sayal adalahl 
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ahlil warisl daril orangl yangl tidakl mempunyail ahlil waris,l akul yangl 

membayarl dendanya,l danl akupunl mewarisil daril padanya”.
46

 

 

C. Murtad 

1. Pengertianl murtad 

Istilahl murtadl dalaml bahasal Arabl diambill daril katal arraddal yangl 

bermaknal kembalil berbalikl kel belakang.l Sedangkanl menurutl syari‟at,l 

orangl murtadl adalahl seorangl musliml yangl menjadil kafirl setelahl 

keislamannya,l tanpal adal paksaan,l dalaml usial tamyiizl (sudahl mampul 

memilihl perkaral antaral yangl baikl danl yangl buruk),l sertal berakall sehat.l 

Secaral etimologi,l murtadl dimaknail paral ahlil fikihl sebagail al-rujū’l ‘anl 

al-Islaml (berbalikl daril Islam).l Sedangkanl secaral terminologi,l murtadl 

diartikanl sebagail orangl Islaml yangl memilihl menjadil kafirl setelahl 

sebelumnyal mengucapkanl dual kalimatl syahadatl danl menjalankanl 

syari‟atl Islam.
47

 

Quraishl Shihabl mengatakanl bahwal katal riddahl (murtad)l 

mengalamil metamorfosisl danl menjadil sebuahl istilahl populerl yangl 

dipahamil dalaml artil keluarl daril Islam,l walaupunl yangl keluarl itul belauml 

pernahl mengalamil kemusyrikanl sebeluml merekal menjadil muslim.l 

Lebihl lanjutl Quraishl Shihabl mengemukakanl bahwal penggunaanl katal 

riddahl (murtad)l dalaml al-Qur‟anl biasanyal digunakanl untukl menunjukl 

orangl yangl kembalil kepadal kemusyrikan,l karenal mayoritasl inilahl yangl 

pernahl dialamil olehl mitral bicaral al-Qur‟anl ketikal turunnya.l Tetapil 

                                                           
46

l Fatchurl Rachman,l Ilmul Waris,l (Bandung:l al-Ma‟arif,l 1994),l hal.l 504. 
47

l Arriefl Sallehl Rosman,l Murtadl Menurutl Perundanganl Islam,l (Universitasl Teknologil 

Malaysia:l Skudai,l 2001),l hal.l 7. 



46 

 

setelahl itu,l katal riddahl (musrtad)l mengalamil metamorfosisl danl menjadil 

sebuahl istilahl populerl yangl dipahamil dalaml artil keluarl daril Islam,l 

walaupunl yangl keluarl itul beluml pernahl mengalamil kemusyrikanl 

sebeluml ke-Islamannya.
48

 

Istilahl musrtadl (riddah)l padal masa-masal awall Islam,l digunakanl 

untukl periodel pembangkanganl yangl ditandail denganl munculnyal 

sejumlahl nabil palsul yangl timbull dil kalanganl suku-sukul padangl pasirl 

beberapal saatl setelahl wafatnyal nabil Muhammadl SAW.l Isatilahl musrtadl 

(riddah)l jugal seringl dihubungkanl denganl beberapal kabilahl Arabl yangl 

kembalil kepadal kepercayaanl lamal merekal setelahl nabil Muhammadl 

SAWl wafat,l diantaral merekal adal yangl menuntutl peniadaanl kewajibanl 

zakat,l merekal kemudianl diperangil olehl khalifahl Abul Bakarl as-Shidiql 

sehinggal merekal kembalil memelukl Islam,l danl peperanganl inilahl yangl 

dikenall denganl Perangl Riddah.
49

 

Noerwahidahl mengemukakanl bahwa,l murtadl adalahl keluarl daril 

agamal Islam,l baikl berpindahl kel agamal lainl maupunl tidakl beragamal lagi.l 

Murtadl merupakanl suatul pernyataanl sikapl yangl disusull denganl 

tindakanl keluarl daril Islam,l pelakunyal sebeluml itul adalahl orangl Islam.
50

 

Adapunl yangl dimaksudl denganl keluarl daril Islaml adalahl 

meninggalkanl agamal Islaml yangl dianutl danl diyakinil sebelumnyal lalul 
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beralihl kel agamal lain,l baikl yangl barul dianutl itul agamal samawil (Yahudi,l 

Kristen)l maupunl bukanl agamal samawil (selainl Yahudil danl Kristen).l 

Menurutl Ulama,l adal tigal macaml caral keluarl daril Islam,l ketigal caral itul 

adalah;l riddahl denganl perbuatanl ataul meninggalkanl perbuatan,l riddahl 

denganl ucapan,l danl riddahl denganl i’tikad.
51

 

Mengenail kemurtadanl yangl dilakukanl dalaml bentukl ketigal yaknil 

denganl i‟tikad,l keyakinanl kelirul sematal tidakl otomatisl menyebabkanl 

seseorangl musliml dihukuml murtadl sebeluml diwujudkanl dalaml bentukl 

ucapanl danl perbuatan.l Ketentuanl inil didasarkanl padal sabdal Rasulullahl 

SAWl yangl diriwayatkanl daril Abul Hurairahl r.a.l sebagail berikut: 

Telahl menceritakanl kepadal kamil Musliml binl Ibrahim,l telahl 

menceritakanl kepadal kamil Hisyam,l telahl menceritakanl kepadal kamil 

Qatadahl daril Zurarahl ibnul Aufal daril Abul hurairahl radiyallahul „anhu,l 

daril nabil shalallahul „alaihil wal sallam,l beliaul bersabda:l “Sesungguhnyal 

Allahl memaafkanl apal yangl dikatakanl olehl hatil mereka,l selamal tidakl 

melakukanl ataupunl mengungkapkapnyal (HR.l Bukhari). 

Berdasarkanl haditsl dil atas,l makal meskipunl seorangl musliml 

mempunyail i‟tikadl danl keyakinanl yangl tidakl sesuail ataul bertentanganl 

denganl aqidahl Islam,l makal beluml digolongkanl murtadl danl secaral 

lahiriahl masihl digolongkanl muslim.l Ial tidakl dikenakanl sanksil hadl 

sebeluml ial mengucapkanl ataul mengamalkannya.l Akanl tetapil ial tetapl 

dipandangl berdosal danl sanksinyal diserahkanl kepadal Allah. 
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2. Kriterial orangl murtad 

Menurutl Sayyidl Sabiq,l kriterial yangl menyebabkanl seseorangl 

menjadil murtadl antaral lainl sebagail berikut;l Pertama,l mengingkaril 

ajaranl agamal yangl telahl ditentukanl secaral pasti,l seperti;l meninggalkanl 

keesaanl Allah,l mengingkaril ciptaanl Allahl terhadapl alam,l mengingkaril 

adanyal malaikat,l mengingkaril kenabianl Muhammadl SAW,l 

mengingkaril al-Qur‟anl sebagail wahyul Allah,l mengingkaril haril 

kebangkitanl danl pembalasan,l mengingkaril kefardhuanl (kewajiban)l 

sahalat,l zakat,l puasa,l danl haji.l Kedua,l menghalalkanl apal yangl telahl 

disepakatil keharamannya,l seperti;l menghalalkanl minuml arakl 

(minumanl keras),l zina,l riba,l memakanl dagingl babi,l danl menghalalkanl 

membunuhl orang-orangl yangl terjagal darahnya.l Ketiga,l mengharamkanl 

apal yangl telahl disepakatil kehalalannya,l sepertil memakanl makananl yangl 

halall danl baik.l Keempat,l mencacil makil nabil Muhammadl SAW.l Kelima,l 

mencacil makil agamal slam.l Keenam,l mengakul memperolehl wahyul daril 

Allah.l Ketujuh,l mencampakkanl mushafl al-Qur‟anl kel tempatl yangl kotorl 

danl menganggapl entengl isil kandunganl al-Qur‟an.l Kedelapan,l 

meremehkanl nama-namal Allah,l perintah-Nyal danl larangan-Nya.
52

 

3. Statusl orangl murtadl sebagail pewarisl  

Terkaitl denganl persoalanl kewarisan,l Ibnul Hazml sebagaimanal 

dikutipl olehl Muhammadl Syafi‟iel menyatakanl bahwa,l statusl orangl 

murtadl disamakanl denganl orangl kafirl yangl berartil mempunyail 
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kedudukanl yangl samal denganl orangl kafirl asli.l Karenal orangl murtadl 

tidakl dapatl menjadil muwarisl bagil ahlil warisnyal yangl musliml ataupunl 

sebaliknya.l Dasarl hukuml dalaml hall inil adalahl mengambill padal rujukanl 

keumumanl haditsl yangl diriwayatkanl olehl Usamahl binl Zaid.
53

 

Rabi‟ahl Ibnul Abdull Azizl danl Ibnul Abil al-Laill mengatakanl bahwa,l 

jikal seorangl musliml telahl murtadl makal hartanyal tidakl bisal diwariskanl 

olehl ahlil warisnyal orangl muslim,l olehl karenal itul hartanyal menjadil hakl 

umatl Islaml yangl ditempatkanl dil baitull mal.l Bahkanl ualamal lainl yaitul az-

Zarqanil mengatakanl bahwal haditsl Usamahl binl Zaidl telahl menjadil 

kesepakatanl ulamal terdahulul danl diikutil olehl ulama-ulamal yangl datangl 

kemudia.l Tidakl adal perselisihanl diantaral mereka.
54

 

Ibnul Hazml jugal mengatakanl bahwal orangl murtadl denganl orangl 

kafirl sama,l hall itul berdampakl jugal padal persamaanl pewarisanl 

keduanya.l Semual hartal yangl telahl diperolehl setelahl murtadl otomatisl 

menjadil hakl umatl Islaml danl diserahkanl kepadal kepadal baitull mal,l baikl 

dial meninggall dalaml keadaanl murtad,l dibunuh,l ataul bergabungl dil 

negaral musuh.l Kecualil orangl itul bertaubatl danl kembalil masukl Islaml 

makal hartanyal kembalil menjadil haknyal danl menjadil hakl ahlil warisnyal 

yangl muslim.
55

 

Ibnul Qudamahl sebagaimanal dikutipl olehl Syafi‟ie,l menyatakanl 

bahwal beberepal riwayatl daril Ahmadl Ibnl Hamball tentangl kewarisanl 
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orangl murtad.l Satul pendapatl mengatakanl bahwal hartal orangl murtadl 

menjadil fai‟l (rampasan0l yangl diserahkanl kepadal baitull mall untukl 

kepentinganl umatl Islam.l Sedangkanl pendapatl lainnyal mengatakanl 

bahwal hartal orangl murtadl menjadil hakl ahlil warisnyal yangl muslim,l danl 

adal jugal yangl mengatakanl hartal orangl kafirl menjadil hakl ahlil warisnyal 

yangl seagama.l Namun,l Ibnul Qudamahl menyatakanl bahwal pendapatl 

pertamalahl yangl menjadil anutanl mazhabnya.
56

 

Pendapatl ulamal klasikl dil atasl yangl secaral umuml mengatakanl 

bahwal perbedaanl agamal menjadil penghalangl pewarisanl ditentangl olehl 

beberapal pemikirl kontemporer.l Abdullahl Ahmadl an-Na‟iml 

mengatakanl bahwal salahl satul diskriminasil hukuml keluargal danl perdatal 

syari‟ahl ialahl berkaitanl denganl perbedaanl agama.l Perbedaanl agamal 

adalahl penghalangl daril seluruhl pewarisan,l sehinggal seorangl musliml 

tidakl akanl dapatl mewarisil daril maupunl mewariskanl kepadal nonl muslim.l 

Menurutl an-Na‟im,l pengabaianl berbagail perbedaanl tentangl 

pembenaran-pembenaranl historis,l berbagail masalahl diskriminasil 

terhadapl perempuanl danl nonl musliml dibawahl syari‟ahl tidakl dapatl lagil 

dibenarkan.
57

Selainl daril padal itu,l Abdullahl Ahmedl an-Na‟iml jugal 

mengatakanl bahwal diskriminasil atasl namal agamal danl genderl dil bawahl 

syari‟ahl jugal telahl melanggarl penegakkanl Hakl Asasil Manusia.l 

Diskriminasil atasl dasarl agamal telahl dibangunl denganl berbagail sebabl 
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besarl daril konflikl danl perangl internasionall karenal negara-negaral 

tersebutl setujul denganl minoritasl nonl musliml yangl tersiksa,l mungkinl 

didorongl untukl bertindakl mendukungl korban-korbanl diskriminasil 

agama,l sehinggal denganl demikianl menciptakanl suatul situasil konflikl 

internasionall danl mungkinl perang.l Diskriminasil yangl mendasarkanl 

baikl genderl maupunl agamal secaral morall bertolakl danl secaral politikl 

tidakl dapatl diterimal sekarang.
58

l  

Senadal denganl pendapatl an-Na‟iml dil atas,l Asgarl Alil Enginnerl 

jugal berpendapatl bahwa,l sebuahl masyarakatl Islamil (jami’il at-tauhid)l 

tidakl akanl mengakuil adanyal diskriminasil dalaml bentukl apapun,l apakahl 

berdasarl ras,l suku,l agama,l danl kelas.
59

l Menurutl pendapatl Asgar,l tauhidl 

tidakl sebatasl monoteismel murnil tapil meluasl mencakupl dimensil 

sosiologis.l Harusl diingat,l kesatuanl manusial tidakl bolehl direduksil hanyal 

untukl kesatuanl antarl imanl saja.l Karenal padal dasarnyal kesatuanl manusial 

yangl sesungguhnyal melintasil garis-garisl keyakinan.
60

 

 

4. Penelitianl Terdahulu 

Penelitianl mengenail Tinjauanl Yuridisl Tentangl Pelaksanaanl 

Kedudukanl Hakl Warisl Anakl daril Perkawinanl Orangl Tual Yangl Murtadl 

dalaml Perspektifl Hukuml Perdatal Danl Hukuml Islam,l sebelumnyal telahl 
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ditelitil olehl paral penelitil terdahulu.l Diantaral paral penelitil danl hasill penelitianl 

merekal dapatl penelitil paparkanl sebagail berikut: 

1. Cahyol Anugrohl Rachman,l melakukanl penelitianl denganl judull “Hakl 

Anakl Kandungl Akibatl Isteril Murtadl dalaml Perspektifl Hukuml Warisl 

Islam”. 

Penelitianl inil menggunakanl metodel penelitianl yuridisl normatif.l 

Hasill penelitianl menunjukkanl bahwal akibatl hukuml pasanganl yangl 

berpindahl agamal dalaml perspektifl hukuml Islaml adalahl perkawinanl 

menjadil rusakl berdasarkanl ajaranl Islam,l sehinggal salahl satul pasanganl 

demil hukuml kehilanganl hakl asuhl atasl anaknyal danl salahl satul pasanganl 

tersebutl tidakl dapatl salingl mewaris.l Selainl itu,l hasill penelitianl jugal 

menunjukkanl bahwal statusl warisl anakl daril isteril yangl pindahl agama,l 

makal agamal anakl mengikutil agamal ibunya,l hall tersebutl dikarenakanl 

anakl kandungl danl dilahirkanl padal saatl ibunyal sudahl mustadl (non-

muslim).l Denganl demikian,l agamal anakl berbedal denganl agamal pewarisl 

yaitul ayahnyal (muslim),l yangl manal dalaml ajaranl Islaml menjelaskanl 

bahwal orangl non-musliml tidakl bolehl mewarisl hartal kepadal orangl 

muslim,l danl begitul jugal sebaliknya.l Akanl tetapil untukl menjaminl 

keadilanl bagil anak,l Islaml menjelaskanl alternatifl lainl yaitul wasiatl 

wajibah,l dimanal anakl mendapatkanl sepertigal (1/3)l bagianl daril hartal 

waris,l sedangkanl sisal daril hartal warisl diberikanl kepadal ahlil warisl yangl 

lainl danl dalaml hall inil adalahl saudaral daril ayahnya.l Tetapil bagianl yangl 

diterimal olehl anakl tersebutl dirasal masihl beluml dapatl dikatakanl adill 
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manal kalal padal posisil anakl tersebutl masihl bayi,l hall inil dikarenakanl anakl 

tersebutl membutuhkanl banyakl biayal sampail anakl tersebutl dewasal ataul 

kawin,l sedangkanl anakl inil masihl merupakanl tanggungl jawabl daril orangl 

tuanyal yaitul ayah,l meskipunl ayahnyal sudahl meninggal.
61

 

Persamaanl antaral penelitianl terdahulul denganl penelitianl 

sekarangl adalahl sama-samal menelitil tentangl hakl warisl anakl daril orangl 

tual yangl murtad.l Sedangkanl perbedaanl antaral penelitianl terdahulul 

denganl penelitianl sekarangl adalahl sebagail berikut;l Pertama,l penelitianl 

terdahulul menelitil hakl anakl kandungl yangl mencakupl hakl asuh,l hakl 

menganutl agama,l danl hakl mendapatkanl warisl daril orangl tual murtad,l 

sedangkanl penelitianl sekarangl hanyal fokusl padal hakl warisl anakl daril 

orangl tual murtad.l Kedua,l penelitianl terdahulul hanyal fokusl padal 

perspektifl hukuml Islam,l sedangkanl penelitianl sekarangl fokusl hakl warisl 

anakl dalaml perspektifl hukuml Perdatal danl hukuml Islam. 

2. Aldintol Irsyadl Fadhlurahman,l melakukanl penelitianl denganl judul:l 

“Ahlil Warisl Musliml dalaml Keluargal Non-Musliml dil Indonesial dalaml 

Perspektifl  Hukuml Islam”.
62

 

Tujuanl penelitianl inil adalahl untukl mengetahuil landasanl dalaml 

sisteml hukuml dil Indonesial tentangl pembagianl hartal warisl danl untukl 

mengetahuil pelaksanaanl pembagianl warisl yangl ahlil warisnyal musliml 

dalaml keluargal non-muslim.l Hasill penelitianl inil adalahl sebagail berikut;l 
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Pertama,l dalaml sisteml hukuml dil Indonesiatentangl pembagianl hartal 

warisl bedal agamal mengacul kepadal hukuml warisl Eropal yangl dimuatl 

dalaml Burgerlijkl Wetboekl (BW)l yangl merupakanl kumpulanl peraturanl 

yangl mengaturl mengenail hartal kekayaanl karenal wafatnyal seseorang,l 

yaitul mengenail pindahnyal kekayaanl yangl ditinggalkanl olehl sil 

meninggall danl akibatl daril pindahnyal inil bagil orang-orangl yangl 

memperolehnya,l baikl dalaml hubunganl antaral merekal maupunl denganl 

pihakl ketiga.l Dapatl disimpulkanl bahwal dalaml hukuml Perdatal (BW)l 

tidakl adal mengenall perbedaanl agamal sebagail penghalangl mewarisi,l 

denganl katal lainl adalahl sah-sahl sajal orangl yangl berbedal agamal menjadil 

pewarisl danl ahlil waris,l dil sinilahl salahl satul perbedaanl denganl hukuml 

Islam.l Namunl adal jugal persamaanl antaral konsepl hukuml Islaml denganl 

hukuml Perdatal mengenail penghalangl mewarisi,l yaitul terletakl padal 

perbuatanl membunuhl pewaris.l Dalaml hukuml Islaml maupunl dalaml 

hukuml Perdatal Baratl menyatakanl bahwal orangl yangl membunuhl 

pewaris,l makal orangl yangl membunuhl tersebutl tidakl berhakl menjadil ahlil 

waris.l Namunl menurutl ulamal Hanafiyah,l Malikiyah,l Syafi‟iyahl danl 

Hanabilahl sepakatl bahwal perbedaanl agamal antaral pewarisl denganl ahlil 

warisl menjadil penghalangl memberil danl menerimal waris.l Seorangl 

musliml tidakl dapatl mewarisil orangl kafir,l danl sebaliknyal orangl kafirl 

tidakl dapatl mewarisil orangl Islam,l baikl denganl sebabl hubunganl darahl 

(qarabah)l maupunl perkawinanl (suami-isteri). 
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Kedua,l setelahl menghadapil setumpukl hartal yangl akanl dibagikanl 

kepadal ahlil warisl baikl secaral fisikl maupunl secaral perhitungan,l makal 

usahal selanjutnyal adalahl sebagail berikut;l 1)l Memerincil hartal yangl 

bernilail danl memperhitungkannyal dalaml bentukl angka-angkal yangl 

dapatl dibagi-bagi.l Keseluruhannyal ditaksirl dalaml bentukl uangl danl 

angka,l baikl yangl bergerakl maupunl yangl tidakl bergerak,l baikl hartal itul 

jumlahnyal banyakl maupunl sedikit.l 2)l Menelusuril secaral pastil orang-

orangl yangl bertalianl kerabatl danl perkawinanl denganl pewaris,l baikl yangl 

adal dil tempatl ataul tidakl adal dil tempat,l danl jugal menelitil hal-hall sebagail 

berikut;l (a)l Kepastianl hubungannyal dengan  pewaris  melaluil segalal 

caral yangl memungkinkan.l Penelitianl itul contohnyal adalahl untukl 

mengetahui;l apakahl ial (ahlil waris)l dilahirkanl olehl ibul itul (pewaris)l ataul 

tidak? l Apakahl memangl telahl terjadil perkawinanl diantaral keduanyal ataul 

tidak? l Apakahl kelahiranl anakl tersebutl sebagail akibatl daril perkawinanl 

itul ataul tidak? l (b)l Kepastianl syaratl yangl ditentukan,l sepertil apakahl padal 

saatl kematianl pewaris,l ial telahl nyatal hidupnyal ataul tidak? l Bagil 

pasanganl suami-isteril yangl ditinggalkanl padal saatl kematianl itul apakahl 

masihl terkaitl dalaml perkawinanl ataul tidak?l Bagil yangl bercerai,l apakahl 

waktul kematianl itul masihl beradal dalaml iddah,l talakl raj’il ataul tidak? l (c)l 

Kepastianl tidakl hanyal halangan,l sepertil kesamaanl agamal antaral 

pewarisl denganl ahlil waris,l danl bahwal kematiannyal bukanl disebabkanl 

olehl ahlil waris.l (d)l Jarakl hubunganl kekerabatannyal denganl pewaris,l hall 

inil untukl mengetahuil apakahl ial dihijabl secaral hijabl hirmanl olehl ahlil 
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warisl yangl adal bersamanya? l Langkahl terakhirl adalahl memilah-milahl 

orangl yangl secaral pastil berhakl menerimal warisanl atasl bagianl yangl 

ditentukanl (dzaull furudz),l ataul ahlil warisl yangl bagiannyal masihl bersifatl 

terbukal (ashabah)l ataul hanyal sekedarl dzaull arham. 

Persamaanl antaral penelitianl terdahulul denganl penelitianl 

sekarangl adalahl sama-samal menelitil tentangl pelaksanaanl pembagianl 

warisl yangl ahlil warisnyal musliml dalaml keluargal non-muslim,l sebabl 

penelitianl sekarangl menelitil tentangl pelaksanaanl hakl warisl anakl 

(muslim)l daril perkawinanl orangl tual murtadl (non-muslim).l Adapunl 

yangl membedakanl penelitianl terdahulul denganl penelitianl sekarangl 

adalahl bilal penelitianl terdahulul hanyal fokusl pembagianl warisl menurutl 

hukuml Islam,l sedangkanl penelitianl sekarangl adalahl menelitil hakl warisl 

anakl daril orangl tual murtadl menurutl hukuml Perdatal danl hukuml Islam.l 

Selainl daril padal itu,l penelitianl terdahulul menelitil non-musliml bedal 

agamal sejakl awal,l sedangkanl penelitianl sekarangl menelitil jugal tentangl 

orangl tual murtadl (sebelumnyal musliml kemudianl keluarl daril Islaml 

memelukl agamal lain).l  
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BABl IIIl  

HASILl PENELITIANl DANl PEMBAHASAN 

 

A. Tinjauanl Yuridisl Terhadapl Pelaksanaanl Kedudukanl Hakl Warisl Anakl daril 

Perkawinanl Orangl Tual Yangl Murtadl Menurutl Hukuml Perdatal danl 

Hukuml Islam 

1. Tinjauanl Yuridisl terhadapl Pelaksanaanl Kedudukanl Hakl Warisl Anakl daril 

Perkawinanl Orangl Tual Yangl Murtadl Menurutl Hukuml Perdata 

Dil dalaml Undang-Undangl Nomorl 1l Tahunl 1974l Tentangl 

Perkawinan,l menegaskanl bahwal anakl memilikil hakl untukl mewarisil hartal 

kekayaanl kedual orangl tuanyal ketikal kedual orangl tual ataul sil pewarisl itul telahl 

meninggall dunia.l Untukl melanjutkanl kedudukanl hukuml bagil hartal seseorangl 

yangl meninggal,l sedapatl mungkinl disesuaikanl denganl kehendakl daril orangl 

yangl meninggall itu.l Undang-undangl berprinsipl bahwal seseorangl bebasl 

menentukanl kehendaknyal tentangl hartal kekayaanl setelahl ial meninggall 

dunia.l Namun,l bilal orangl yangl dimaksudl tidakl menentukanl sendiril ketikal ial 

masihl hidupl tentangl apal yangl akanl terjadil terhadapl hartal kekayaannya,l makal 

dalaml hall yangl demikianl undang-undangl akanl kembalil menentukanl perihall 

pengaturanl hartal yangl ditinggalkanl olehl seseorangl yangl dimaksud. 

Prosesl beralihnyal hartal kekayaanl daril pewarisl kepadal ahlil warisl 

terjadil karenal adanyal kematianl daril pewaris.l Peralihanl hartal kekayaanl inil 

meliputil segalal hakl danl kewajibanl yangl terjadil padal saatl itul jugal kepadal ahlil 

waris.l Hall inil sesuail denganl Pasall 833l KUHPerdatal ayatl (1)l yangl berbunyi,l 
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“Sekalianl ahlil warisl denganl sendirinyal karenal hukuml memperolehl hakl milikl 

atasl segalal barang,l segalal hak,l danl segalal piutangl daril yangl meninggal.” 

Menurutl Pasall 832l KUHPerdata,l ahlil warisl yangl berhakl adalahl 

orang-orangl yangl mempunyail hubunganl darah,l baikl yangl sahl menurutl 

undang-undangl maupunl yangl diluarl perkawinanl selamal ial diakuil danl ahlil 

warisl yangl mempunyail ikatanl perkawinanl denganl pewaris.l Akanl tetapil 

apabilal pewarisl menghendakil dalaml suratl wasiatl makal orang-orangl yangl 

tidakl mempunyail hubunganl darahl maupunl ikatanl perkawinanl jugal dapatl 

menikmatil hartal peninggalanl daril pewaris. 

Menurutl Pasall 836l KUHPerdata,l ahlil warisl yangl bersangkutanl harusl 

adal ataul hidupl padal saatl pewarisl meninggal.l Namunl adal pengecualianl padal 

Pasall 2l KUHPerdatal yangl menyatakanl bahwal anakl dil dalaml kandunganl 

seorangl perempuanl dianggapl telahl lahirl apabilal adal kepentinganl sil anakl 

menghendakinya,l dalaml hall inil anakl tersebutl dapatl memperolehl hartal 

warisanl pewaris.l Adapunl bunyil Pasall 2l KUHPerdatal adalahl sebagail berikut:l 

“Anakl yangl adal dalaml kandunganl seorangl perempuanl dianggapl telahl lahir,l 

setiapl kalil kepentinganl sil anakl menghendakinya.l Bilal telahl matil sewaktul 

dilahirkan,l dial dianggapl tidakl pernahl ada.” 

Sedangkanl ahlil warisl yangl tidakl patutl mewarisil menurutl 

KUHPerdatal telahl diaturl dalaml Pasall 838,l 839,l danl 840l (untukl ahlil warisl 

tanpal testament),l danl pasall 912l (untukl ahlil warisl denganl testament).l Pasall 838l 



59 

 

KUHPerdatal menyatakanl bahwal orangl yangl dianggapl tidakl patutl menjadil 

ahlil warisl karenal dikecualikanl daril pewarisanl adalahl sebagail berikut:
63

 

a. Merekal yangl dihukuml karenal dipersalahkanl telahl membunuhl ataul 

mencobal membunuhl sil yangl meninggal. 

b. Merekal yangl denganl putusanl Hakiml dipersalahkanl karenal memfitnahl 

yangl meninggall denganl mengajukanl pengaduanl telahl melakukanl 

kejahatanl denganl hukumanl penjaral 5l tahunl ataul hukumanl yangl lebihl 

berat. 

c. Merekal yangl denganl kekerasanl ataul perbuatanl telahl mencegahl sil yangl 

meninggall untukl membuatl ataul mencabutl suratl wasiatnya. 

d. Merekal yangl telahl menggelapkan,l merusakl ataul memalsukanl suratl 

wasiatl sil yangl meninggal. 

Pasall 839l KUHPerdatal menyatakan:l Ahlil warisl yangl tidakl mungkinl 

untukl mendapatl warisanl karenal tidakl pantas,l wajibl mengembalikanl segalal 

hasill danl pendapatanl yangl telahl dinikmatinyal sejakl terbukanyal warisanl itu.l 

Pasall 840l KUHPerdatal mengaturl bahwa,l apabilal anak-anakl daril seorangl 

yangl telahl dinyatakanl tidakl patutl menjadil waris,l atasl diril sendiril mempunyail 

panggilanl untukl menjadil waris,l makal tidaklahl karenal kesalahanl orangl tual tadil 

dikecualikanl daril pewarisan.
64

l Berdasarkanl Pasall 840l KUHPerdatal tersebut,l 

anak-anakl daril ahlil warisl yangl tidakl pantasl mendapatl hartal warisanl tidakl 

bolehl dirugikanl olehl adanyal kesalahanl yangl telahl dilakukanl olehl orangl 

tuanyal apabilal anak-anakl tersebutl menjadil ahlil warisl atasl kekuatanl sendiri.l 
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Hall inil berartil menurutl hukuml warisan,l anak-anakl sebagail ahlil warisl tanpal 

harusl denganl perantaral orangl tuanyal punl berhakl mendapatl hartal warisan. 

Persamaanl danl perbedaanl ahlil warisl tanpal testamentl danl ahlil warisl 

testamentl dapatl dilihatl daril segil persamaanl yangl dianggapl tidakl layakl sebagail 

ahlil warisl danl perbedaanl yangl dianggapl tidakl pantasl sebagail ahlil waris.l Dual 

hall tersebutl dapatl dipaparkanl sebagail berikut: 

a. Persamaanl yangl dianggapl tidakl layakl sebagail ahlil waris 

1) Jikal ial olehl Hakiml dihukuml karenal membunuhl sil peninggall warisan,l 

jadil wajibl adal putusanl Hakiml yangl menghukumnya. 

2) Jikal ial secaral paksal mencegahl kemauanl sil peninggall warisanl untukl 

membuat,l mengubah,l ataul membatalkanl testamentnya. 

3) Jikal ial melenyapkan,l membakar,l ataul memalsukanl testamentl daril sil 

peninggall warisan.
65

 

b. Perbedaanl yangl dianggapl tidakl pantasl sebagail ahlil warisl  

1) Jikal ial olehl Hakiml dihukuml karenal berusahal membunuhl sil peninggall 

warisan. 

2) Jikal ial olehl Hakiml dianggapl bersalahl menuduhl sil peninggall warisanl 

secaral palsul bahwal ial melakukanl tindakl kejahatanl yangl dapatl 

diancaml hukumanl penjaral sedikitnyal 5l tahun.
66

 

2. Tinjauanl Yuridisl Terhadapl Pelaksanaanl Kedudukanl Hakl Warisl Anakl daril 

Perkawinanl Orangl Tual Yangl Murtadl Menurutl Hukuml Islam 
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l Mamanl Suparman,l Hukuml Warisl Perdata,l (Jakara:l Sinarl Grafika,l 2015),l hal.l 66. 
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Agamal Islaml sebagail sisteml hidupl danl kemasyarakatan,l secaral 

universall tatananl nilainyal mencakupl seluruhl aspekl kehidupanl umatl Islam.l 

Daril sekianl banyakl aspekl ajaranl agamal Islam,l makal salahl satul diantaranyal 

adalahl hukuml yangl berkaitanl denganl sisteml kewarisan.
67

l Paral ulamal ahlil 

tafsir,l ahlil hadis,l danl ahlil fiqihl bersepakatl bahwal orangl yangl berbedal agamal 

makal tidakl dapatl salingl mewarisil satul samal lain.l Hall inil didasarkanl padal hadisl 

berikut: 

“Yahyal binl Yahya,l Abul Bakarl binl Abul Syaiba,l danl Ishaql binl Ibrahiml 

menyampaikanl kepadal kamil denganl lafadzl milikl Yahya,l bahwal Nabil 

bersabda:l “Seorangl musliml tidakl mewarisil orangl kafirl danl orangl kafirl tidakl 

mewarisil orangl muslim.”
68

 

 

Dalaml hall inil paral ulamal sepakatl bahwal seseorangl yangl beragamal 

selainl agamal Islaml (nonl muslim),l makal orangl tersebutl tidakl dapatl mewarisil 

hartal daril seseorangl yangl beragamal Islam.l Begitul pulal denganl sebaliknya,l 

orangl yangl beragamal Islaml tidakl berhakl atasl warisanl orangl yangl beragamal 

selainl Islam.
69

l  

Kaitannyal denganl hakl warisl bedal agama,l Kompilasil Hukuml Islaml 

(KHI)l lebihl merujukl padal pendapatl paral ulamal klasikl yangl menyatakanl 

bahwal perbedaanl agamal antaral pewarisl denganl ahlil warisl menjadil 

penghalangl terjadinyal prosesl kewarisan.l Hall tersebutl sebagaimanal telahl 

diaturl dalaml Pasall 171l hurufl (b)l padal Kompilasil Hukuml Islaml (KHI)l yangl 
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l Ridwanl Jamal,l Kewarisanl Bilaterall antaral Ahlil Warisl yangl Berbedal Agamal dalaml Hukuml 

Perdatal danl Kompilasil Hukuml Islam,l Jurnall Ilmul al-Syari‟ah,l 14l (1),l 2016,l hal.l 1. 
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l Musliml binl al-Hajjajl al-Qusyairi,l Ensiklopedil Hadis,l Jil.l 4,l cet.l 1,l (Jakarta:l Almira,l 2012),l 

hal.l 57. 
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l Muhammadl Alil ash-Shabuni,l Pembagianl Warisl Menurutl Islam,l (Jakarta:l Gemal Insanil Press,l 

1995),l hal.l 43. 
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menyatakanl bahwa;l “Pewarisl adalahl orangl yangl padal saatl meninggalnyal ataul 

yangl dinyatakanl meninggall berdasarkanl putusanl pengadilanl beragamal 

Islam,l meninggalkanl ahlil warisl danl hartal peninggalan.”l  

Selanjutnyal padal Pasall 171l hurufl (c)l padal Kompilasil Hukuml Islaml 

dinyatakanl bahwa:l “Ahlil warisl adalahl orangl yangl padal saatl meninggall dunial 

mempunyail hubunganl darahl ataul hubunganl perkawinanl denganl pewaris,l 

beragamal Islaml danl tidakl terhalangl karenal hukuml untukl menjadil ahlil waris.”l 

Penjelasanl daril tidakl terhalangl karenal hukuml untukl menjadil ahlil warisl sudahl 

dijelaskanl padal Pasall 173l KUHPerdatal yangl berbunyi:l “Seorangl terhalangl 

menjadil ahlil warisl apabilal denganl putusanl hakiml yangl telahl mempunyail 

kekuatanl hukuml yangl tetapl dihukuml karena;l a)l Dipersalahkanl telahl 

membunuhl ataul mencobal membunuhl ataul menganiayal beratl padal pewaris.l b)l 

Dipersalahkanl secaral memfitnahl telahl mengajukanl pengaduanl bahwal 

pewarisl telahl melakukanl suatul kejahatanl yangl diancaml denganl hukumanl 5l 

tahunl penjaral ataul hukumanl yangl lebihl berat. 

Sedangkanl ketentuanl beragamal seseorangl dapatl ditentukanl melaluil 

identitasnya,l yangl manal hall tersebutl telahl diaturl dalaml Pasall 172l Kompilasil 

Hukuml Islaml (KHI)l yangl berbunyi:l “Ahlil warisl yangl dipandangl beragamal 

Islaml apabilal diketahuil daril kartul identitasl ataul pengakuanl ataul amalanl ataul 

kesaksian,l sedangkanl bayil yangl barul lahirl ataul anakl yangl beluml dewasa,l 

beragamal menurutl ayahnyal ataul lingkungannya.” 

Meskipunl hukuml Islaml tidakl membolehkanl pembagianl hartal warisl 

daril pewarisl terhadapl ahlil warisl yangl berbedal agama,l hall inil bukanl berartil ahlil 
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warisl yangl berbedal agamal tersebutl tidakl mendapatkanl hakl untukl menerimal 

ataul memilikil hartal orangl tuanayal yangl berbedal agamal tersebut.l Sebabl adal 

aturanl lainl yangl dapatl digunakanl untukl dasarl peganganl bagil ahlil warisl yangl 

berbedal agamal denganl pewarisl untukl mendapatkanl hartal warisan,l yaitul 

berdasrkanl yurisprudensil putusanl Mahkamahl Agungl RIl danl jugal 

berdasarkanl fatwal MUIl Nomor:l 5/MUNASl VII/9/2005l tentangl kewarisanl 

bedal agama. 

Pembagianl warisanl antaral pewarisl danl ahlil warisl yangl berbedal 

agamal diaturl dalaml yurisprudensil putusanl Mahkamahl Agungl RIl No:l 

368.K/AG/1995,l tanggall 16l Julil 1990l jol Nomor:l 51.K/AG/1995,l tanggall 29l 

Septemberl 1999,l bahwal seorangl bedal agamal ataul murtadl masihl bisal 

mendapatkanl warisanl melaluil wasiatl wajibahl danl apabilal semasal hidupnyal 

pewarisl tidakl memberikanl warisanl melaluil wasiat.
70

 

Ketentuanl Fatwal Majelisl Ulamal Indonesial (MUI)l Nomor:l 

5/MUNASl VII/9/2005l tentangl Kewarisanl Bedal Agama,l yangl menetapkanl 

bahwa: 

a. Hukuml Warisl Islaml tidakl memberikanl hakl salingl mewarisl antarl orang-

orangl yangl berbedal agama,l (antaral musliml denganl non-muslim). 

b. Pemberianl hartal antarl orangl berbedal agamal hanyal dapatl dilakukanl 

dalaml bentukl hibah,l wasiatl danl hadiah.
71
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l Habiburahman,l Rekonstruksil Hukuml Kewarisanl Islaml dil Indonesia,l cet.l 1,l (Jakarta:l 

Kementerianl Agamal RI,l 2014),l hal.l 84. 
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l Muchitl A.l Karim,l Problematikal Hukuml Kewarisanl Islaml Kontemporerl dil Indonesia,l cet.l 1,l (l 

Jakarta:l Puslitbangl Keagamaan,l 2012),l hal.l 268. 
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l Menurutl Usmanl Abdil sebagaimanal dikutipl olehl Hendril Susilo,l dkk,l 

menyatakanl bahwal upayal yangl dapatl dilakukanl untukl penyelesaianl 

mengenail pembagianl hakl warisl anakl yangl berbedal agamal menurutl hukuml 

Islaml dapatl dilakukanl melaluil dual caral yaitul hibahl danl wasiat.
72

 

1) Hibah 

Hibahl menurutl pasall 171l hurufl (g)l Kompilasil Hukuml Islaml 

(KHI)l adalahl pemberianl suatul bendal secaral sukarelal danl tanpal imbalanl 

daril seseorangl kepadal orangl lainl yangl masihl hidupl untukl dimiliki.l 

Hukuml Islaml membolehkanl seseorangl untukl memberikanl ataul 

menghadiahkanl sebagianl ataul seluruhnyal hartal kekayaanl ketikal masihl 

hidupl kepadal orangl lainl yangl disebutl intervivos.l Pemberianl semasal 

hidupl tersebutl laziml dikenall denganl istilahl hibah. 

Kaitannyal denganl hibah,l Asafl A.Al Fayzeel sebagaimanal dikutipl 

olehl Hendril Susilo,l dkk,l memberikanl rumusanl hibahl yaitul penyerahanl 

langsungl danl tidakl bersyaratl tanpal pemberianl balasan.l Dalaml hibahl adal 

tigal hall yangl harusl dipenuhi,l yaitul sebagail berikut: 

a) Ijab,l yaitul peryataanl tentangl pemberianl tersebutl daril pihakl yangl 

memberikan. 

b) Qabul,l yaitul pernyataanl daril pihakl yangl menerimal pemberianl 

hibahl tersebut. 
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l Hendril Susilo,l dkk.l Hakl Warisl Anakl yangl Berbedal Agamal Denganl Orangl Tual Berdasarkanl 

Hukuml Islam,l Jurnall USMl Lawl Reviewl Volumel 4l Nomorl 1l Tahunl 2021,l hal.l 183.l Lihatl juga:l Usmanl 

Abdi,l Kedudukanl Anakl yangl Berbedal Agamal denganl orangl Tuanyal terhadapl Hartal Warisanl 

Berdasarkanl KHIl danl KUHPerdata,l Skripsi. 
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c) Qabdlah,l yaitul penyerahanl milikl itul sendiri,l baikl dalaml bentukl 

yangl sebenarnyal maupunl secaral simbolis. 

2) Wasiatl  

Pengertianl wasiatl menurutl Pasall 171l hurufl (f)l Kompilasil 

Hukuml Islaml (KHI)l adalahl pemberianl suatul bendal daril pewarisl kepadal 

orangl lainl ataul lembagal yangl akanl berlakul setelahl pewarisl meninggall 

dunia.l Sedangkanl dalaml ketentuanl Pasall 196l Kompilasil Hukuml Islaml 

(KHI)l telahl disebutkanl bahwa;l dalaml wasiatl baikl secaral tertulisl maupunl 

lisanl harusl disebutkanl deganl tegasl danl jelasl siapa-siapal ataul lembagal 

apal yangl ditunjukl akanl menerimal hartal bendal yangl akanl diwasiatkan.l 

Pasall 197l Kompilasil Hukuml Islaml (KHI)l jugal mengaturl tatananl hal-hall 

yangl dapatl mengakibatkanl batalnyal suatul wasiat. 

Secaral garisl besarl wasiatl merupakanl pemberianl suatul hartal daril 

seseorangl kepadal orangl lainl ataul kepadal beberapal orangl sesudahl 

meninggalnyal orangl tersebut.l Wasiatl adalahl suatul tasharrufl (pelepasan)l 

terhadapl hartal peninggalanl yangl dilaksanakanl sesudahl meninggall 

dunia.l Menurutl asall hukum,l wasiatl adalahl suatul perbuatanl yangl 

dilakukanl denganl kemauanl hatil dalaml keadaanl apapun.l Olehl karenal itul 

tidakl adal dalaml syariatl Islaml suatul wasiatl yangl wajibl dilakukanl denganl 

jalanl putusanl hakim.
73

 

Pendapatl lainl mendefinisikanl wasiatl adalahl pesanl terakhirl daril 

seseorangl yangl mendekatil kematiannya,l dapatl berupal pesanl mengenail 
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l T.M.l Hasbil as-Shiddieqy,l Fiqihl Muwaris,l (Jakarta:l Pustakal Rezekil Putra,l 2001),l hal.l 273. 
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apal yangl harusl dilaksanakanl paral penerimal wasiatl terhadapl hartal 

peninggalanyal ataul pesanl lainl dil luarl hartal peninggalan.
74

l Dasarl hukuml 

wasiatl dalaml hukuml kewarisanl Islaml adalahl firmanl Allahl sebagail 

berikut: 

ُْ  lوُرةَِ  ٍْىُ ُُ  lحَضَسَ  lاذَِا lػٍََ خُ  lاحََدَوُ ْٛ َّ ٌْ ْْ  lا ٍْسًا lذسََنَ  lاِ صٍَِّحُ  l   ۚlخَ َٛ ٌْ ا  ۚ 

l  ِٓ ٌْ اٌدَِ َٛ ٍْ ٌِl  َٓ ٍْ الْلَْسَتِ َٚl   ِف ْٚ ؼْسُ َّ ٌْ َٓ  lػٍَىَ lحَماًّ lتاِ ٍْ رَّمِ ُّ ٌْ  ۚ   lا

“Diwajibkanl atasl kamu,l apabilal mautl hendakl menjemputl 

seseorangl dil antaral kamu,l jikal dial meninggalkanl harta,l berwasiatl untukl 

kedual orangl tual danl karibl kerabatl denganl caral yangl baik,l (sebagai)l 

kewajibanl bagil orang-orangl yangl bertakwa”l (Q.S.l al-Baqarah,l 2:l 180). 

 

3) Hadiah 

Hadiahl berasall daril katal hadi,l terambill daril akarl katal yangl terdiril 

daril huruf-hurufl ha’,l dal,l danl ya.l Maknanyal berkisarl padal dual hal,l yaitu;l 

Pertama,l tampill kel depanl memberil petunjuk,l danl daril sinil lahirl katal hadil 

yangl berartil penunjukl jalan,l sebabl dial tampill dil depan.l Kedua,l 

menyampaikanl denganl lemahl lembut,l daril sinil lahirl katal hidayah,l yangl 

merupakanl penyampaianl sesuatul denganl lemahl lembutl gunal 

menunjukkanl simpati.
75

 

Hadiahl seringl jugal disebutl denganl hibah.l Namunl adal jugal yangl 

mengatakanl bahwal hadiahl termasukl daril macam-macaml hibah.l 

Menurutl Ensiklopedil Hukuml Islam,l hadiahl dikategorikanl dalaml bentukl 
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l Salahuddin,l dkk.,l Ensiklopedil al-Qur’an:l Kajianl Kosal Kata,l (Jakarta:l Lenteral Hati,l 2007),l 
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hibah.
76

l Sedangkanl menurutl Kamusl Besarl Bahasal Indonesia,l hadiahl 

merupakanl pemberianl (kenang-kenangan,l penghargaan,l 

penghormatan).
77

l Hadiahl adalahl pemberianl sesuatul tanpal imbalanl 

untukl menyambungl talil silaturrahim,l mendekatkanl hubungan,l danl 

memuliakan.
78

 

Hadiahl merupakanl pemindahanl pemilikanl atasl suatul hartal danl 

bukanl hanyal manfaatnyal saja.l Apabilal yangl diberikanl adalahl 

manfaatnyal sajal sementaral zatnyal tidak,l makal hall itul merupakanl 

pinjamanl (i’arah).l Karenal hadiahl haruslahl merupakanl tamlikanl lil al-

‘aynl (pemindahan/penyerahanl pemilikanl atasl suatul hartal kepadal pihakl 

lain).l Penyerahanl pemilikanl tersebutl harusl dilakukanl semasal pemilikl 

masihl hidup,l sebabl jikal penyerahanl dilakukanl ketikal pemilikl sudahl matil 

makal hall itul merupakanl wasiat.l Selainl daril padal itu,l penyerahanl 

pemilikanl yangl merupakanl hadiahl itul harusl tanpal kompensasil (tamlikanl 

lil al-’aynl bil lal ‘iwadh).l Sebabl apabilal denganl kompensasil makal 

dinyatakanl bukanl hadiah,l melainkanl juall belil (al-bay’). 

B. Persamaanl Pelaksanaanl Kedudukanl Hakl Warisl Anakl daril Perkawinanl 

Orangl Tual Yangl Murtadl Antaral Hukuml Perdatal danl Hukuml Islam 

1. Adanyal unsurl hubunganl darahl  

Kaitannyal hakl warisl anakl daril perkawinanl orangl tual murtad,l makal 

berdasarkanl Pasall 832l KUHPerdata,l semual anakl berhakl mendapatkanl hartal 
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78
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315. 



68 

 

warisl daril orangl tuanyal yangl berbedal agamal karenal murtad,l yangl pentingl anakl 

tersebutl memilikil hubunganl darahl denganl orangl tual karenal hasill daril 

perkawinanl yangl sah.l Denganl demikian,l asasl dalaml Pasall 832l KUHPerdatal 

sudahl jelasl untukl menjadil dasarl ataul dalill hukuml bahwal untukl dapatl mewarisl 

makal orangl harusl mempunyail hubunganl darahl denganl pewaris.l Hubunganl 

darahl yangl sahl adalahl hubunganl yangl ditimbulkanl sebagail akibatl daril 

perkawinanl yangl sah.l Perkawinanl yangl sahl adalahl perkawinanl yangl 

dilaksanakanl menurutl ketentuanl hukuml yangl berlaku,l yaitul Pasall 2l Undang-

Undangl Nomorl 1l Tahunl 1974l Tentangl Perkawinan. 

Pelaksanaanl kedudukanl hakl warisl anakl daril perkawinanl orangl tual 

yangl murtadl menurutl hukuml Islaml adalahl seorangl anakl memilikil hakl warisl 

daril orangl tuanyal karenal adal hubunganl darah.l Hall inil sesuail denganl firmanl 

Allahl sebagail berikut: 

 َٓ ٌْ اٌَّرِ َٚl ا ْٛ ُٕ َِ ْٓ   lاٰ ِِl  ُتؼَْدl ا ْٚ ٘اَجَسُ َٚl ا ْٚ جَا٘دَُ َٚl  ُْ ؼَىُ َِl  َِى ه
ٌٰۤ ُْ   lفاَُٚ ْٕىُ ِِl اٌُُٚٛا َٚl  

 َِ ُْ  lالْزَْحَا ى lتؼَْضُُٙ ٌٰ ْٚ ًْ  lتثِؼَْض   lاَ ِ  lوِرٰةِ  lفِ
َّْ  lاّللٰ اِ  ۚl  َ

ًِّ  lاّللٰ ء   lتىُِ ًْ ُ   lشَ ٍْ  ࣖ lػٍَِ

 

“Danl orang-orangl yangl berimanl setelahl itu,l kemudianl berhijrahl danl 

berjihadl bersamamul makal merekal termasukl golonganmu.l Orang-orangl yangl 

mempunyail hubunganl kerabatl itul sebagiannyal lebihl berhakl terhadapl 

sesamanyal (daripadal yangl bukanl kerabat)l menurutl Kitabl Allah.l Sungguh,l 

Allahl Mahal Mengetahuil segalal sesuatu.”l (Q.S.l al-Anfal,l 8:l 75). 

 

Pasall 171l hurufl (c)l padal Kompilasil Hukuml Islaml (KHI)l dinyatakanl 

bahwa:l “Ahlil warisl adalahl orangl yangl padal saatl meninggall dunial mempunyail 

hubunganl darahl ataul hubunganl perkawinanl denganl pewaris,l beragamal Islaml 

danl tidakl terhalangl karenal hukuml untukl menjadil ahlil waris.” 
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2. Adanyal halanganl mewarisil karenal pembunuhan 

Persamaanl antaral konsepl hukuml Perdatal denganl hukuml Islaml 

mengenail penghalangl mewarisil yaitul terletakl padal perbuatanl membunuhl 

pewaris,l baikl dalaml hukuml Perdatal maupunl dalaml hukuml Islaml menyatakanl 

bahwal orangl yangl membunuhl ahlil warisl sama-samal tidakl berhakl menjadil ahlil 

waris. 

a. Menurutl hukuml Perdata 

Berdasarkanl ketentuanl pasall 838l KUHPerdata,l telahl disebutkanl 

bahwal salahl satul yangl tidakl dapatl memperolehl hartal warisanl meskipunl 

diantaral merekal (pewarisl danl ahlil waris)l memilikil hubunganl kekerabatanl 

terdekatl daril yangl lainnya l adalahl karenal adanyal perbuatanl pembunuhanl 

yangl dilakukanl olehl ahlil warisl kepadal pewarisnya,l sebagaimanal hall inil 

telahl disebutkanl padal Pasall 838l ayatl 1l KUHPerdatal sebagail berikut;l 

“Merekal yangl telahl dihukuml karenal dipersalahkanl telahl membunuhl sil 

yangl telahl meninggal.” 

Berdasarkanl ayatl pasall dil atasl tidakl menyebutkanl jenis-jenisl 

pembunuhanl yangl dimaksud,l sehinggal bunyil ayatl tersebutl memberikanl 

indikasil bahwal semual yangl termasukl pembunuhan,l baikl itul pembunuhanl 

tidakl disengajal maupunl pembunuhanl disengaja,l makal paral pelakul 

pembunuhanl tersebutl tidakl mendapatkanl hakl menerimal warisan.l Hall inil 

disebabkanl karenal dikhawatirkanl dapatl memberil peluangl terhadapl 

merekal yangl memilikil itikadl tidakl baikl terhadapl korbanl (pewaris)l untukl 

mendapatkanl hartal bendal yangl dimilikinyal sehinggal dapatl disebutkanl 
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dalaml suratl keputusanl pengadilanl bahwal sil pembunuhl tersebutl sebagail 

salahl satul ahlil warisl daril pewarisl yangl telahl dibunuh. 

Apabilal ternyatal ahlil warisl yangl berdasarkanl keputusanl dianggapl 

tidakl patutl menerimal warisanl ternyatal telahl menerimal ataul menguasail 

sebagianl ataul seluruhl hartal peninggalanl karenal berpura-pural sebagail ahlil 

warisl yangl memilikil hak,l makal dial wajibl mengembalikanl semual hartal 

bendal yangl telahl dikuasainya,l termasukl hasil-hasill yangl telahl 

dinikmatinya.l Hall inil sesuail denganl yangl disebutkanl dalaml KUHPerdatal 

pasall 839,l yaitu:l “Tiap-tiapl waris,l yangl karenal takl patutl telahl 

dikecualikanl daril pewarisan,l berwajibl mengembalikanl segalal hasill danl 

pendapatanl yangl telahl dinikmatinyal semenjakl warisanl jatuhl meluang.
79

 

Adapunl mengenail bilamanal yangl dianggapl tidakl patutl menerimal 

warisanl memilikil anakl ataupunl keturunan,l makal anakl itul berhakl atasl 

dirinyal sendiril memperolehl warisanl daril pewaris.l Hall inil artinyal apabilal 

menurutl hukuml warisanl anak-anakl itul tanpal perantaral orangl tuanyal 

mendapatl hakl selakul ahlil warisl makal anakl tersebutl tidakl bolehl dirugikanl 

akibatl daril kesalahanl orangl tuanyal (misalnyal karenal sebagail pembunuh),l 

tetapil orangl tuanyal itulahl yangl samal sekalil tidakl mendapatl warisan.l Hall 

inil sesuail denganl Pasall 840l KUHPerdatal yaitu:l “Apabilal anak-anakl daril 

seorangl yangl telahl dinyatakanl takl patutl menjadil waris,l atasl diril sendiril 

mempunyail panggilanl untukl menjadil waris,l makal tidaklahl merekal karenal 

kesalahanl orangl tual tadi,l dikecualikanl daril pewarisan;l namunl orangl tual 
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l Subektil danl Tjitrosudibio,l Kitabl Undang-Undangl Hukuml Perdatal (Burgelijkl Wetboek),l hal.l 
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itulahl samal sekalil takl berhakl menuntutl supayal diperbolehkanl menikmatil 

hasill barang-barangl warisan,l yangl mana,l menurutl undang-undangl hakl 

nikmatl hasilnyal diberikanl kepadal orangl tual atasl barang-barangl 

anaknya.”
80

 

b. Menurutl hukuml Islam 

Hakl manusial yangl palingl utamal dijaminl olehl ajaranl Islaml adalahl 

hakl hidup,l hakl kepemilikan,l hakl pemeliharaanl kehormatan,l hakl 

kemerdekaan,l hakl persamaan,l danl hakl menuntutl ilmul pengetahuan.l Hak-

hakl tersebutl merupakanl hakl milikl manusial secaral mutlakl berdasarkanl 

perspektifl kemanusiaanl tanpal mempertimbangkanl warnal kulit,l agama,l 

bangsa,l negara,l danl statusl sosiall dil masyarakat.l Hakl yangl palingl utamal 

danl wajibl mendapatl perhatianl diantaral hakl yangl lainnyal adalahl hakl untukl 

hidup.l Olehl sebabl itul tidakl dibenarkanl seseorangl merusakl hidupl orangl 

lain,l baikl denganl caral penganiayaanl ataul bahkanl melakukanl 

pembunuhan.l Seseorangl bolehl membunuhl orangl lainl denganl alasanl 

orangl yangl dibunuhl tersebutl telahl melakukanl pelanggaranl beratl sehinggal 

harusl dijatuhil hukumanl mati,l danl yangl melakukanl pembunuhanl tersebutl 

adalahl otoritasl negaral yangl melaksanakanl hukum,l terutamal Islam.l Allahl 

berfirman: 

لَ  َٚl ذمَْرٍُُٛاl  َإٌَّفْطl  ًْ ََ  lاٌَّرِ ُ  lحَسَّ
ٌْحَكِّ   lالَِّ  lاّللٰ ْٓ  lتاِ َِ َٚl  ًَ ا lلرُِ ًِ ْٛ ظٍُْ َِl  َْفمَدl  

ٍْٕاَ ٗ   lجَؼَ ٌٍِِّ َٛ ٌِl ًٍْطٰٕا ًِ   lفِّى lٌعُْسِفْ  lفلََا  lظُ ٌْمرَْ ٗ   lا َْ  lأَِّ زًا lوَا ْٛ ْٕصُ َِ 

l “Danl janganlahl kamul membunuhl orangl yangl diharamkanl Allahl 

(membunuhnya),l kecualil denganl suatul (alasan)l yangl benar.l Danl barangl 

siapal dibunuhl secaral zalim,l makal sungguh,l Kamil telahl memberil 

                                                           
80

l Subektil danl Tjitrosudibio,l Kitabl Undang-Undangl Hukuml Perdatal (Burgelijkl Wetboek),l l hal.l 

223. 



72 

 

kekuasaanl kepadal walinya,l tetapil janganlahl walinyal itul melampauil batasl 

dalaml pembunuhan.l Sesungguhnyal dial adalahl orangl yangl mendapatl 

pertolongan.”l (Q.S.l al-Isra‟,l 17:l 33). 

 

ا َِ َٚl  َْ ٓ   lوَا ِِ ؤْ ُّ ٌِl  ْْ ًَ  lاَ ٕاً lٌَّمْرُ ِِ ؤْ ُِl  َِّالl ًـا  ْٓ  l   ۚlخَطَ َِ َٚl  ًَ ٕاً lلرََ ِِ ؤْ ُِl ًـا   خَطَ

l  ٌُْس ٕحَ   lزَلثَحَ   lفرَحَْسِ ِِ ؤْ  ِl   َدٌِح َّٚl   ح َّ عٍََّ  ِl ى ٌٰ ٗ    lاِ ٍِْ٘ ْْ  lالَِّ   lاَ ا lاَ ْٛ لُ دَّ ْْ  l   ۚlٌَّصَّ ِ َْ  lفاَ  وَا

l  ْٓ ِِl   َ ْٛ ٚ   lلَ ُْ  lػَدُ َٛ  lٌَّىُ ُ٘ َٚl   ٓ ِِ ؤْ ُِl  ٌُْس ٕحَ   lزَلثَحَ   lفرَحَْسِ ِِ ؤْ  ِl  ْْ اِ َٚ  ۚl  َْ ْٓ  lوَا ِِ 

l    َ ْٛ ُْ  lلَ ٍْٕىَُ ُْ  lتَ ٍَُْٕٙ تَ َٚl   ٍْصاَق ِِّl   َفدٌَِحl   ح َّ عٍََّ  ِl ى ٌٰ ٗ   lاِ ٍِْ٘ ٌْسُ  lاَ ذحَْسِ َٚl   َزَلثَحl   َٕح ِِ ؤْ  ِl   ۚ 

l  ْٓ َّ ُْ  lفَ ٌَّl  ٌْجَِدl  َُ ِٓ  lفصٍَِاَ ٌْ ْٙسَ ِٓ   lشَ ٍْ ررَاَتؼَِ ُِl  ًَتح ْٛ َٓ  lذَ ِِّl  ِ
َْ  lاّللٰ وَا َٚ  ۚl  ُ

ا lاّللٰ ًّ ٍْ   lػٍَِ

ا ًّ ٍْ ْٓ  lحَىِ َِ َٚl  ًْ ٕاً lٌَّمْرُ ِِ ؤْ ُِl دًا ِّّ رؼََ  ِl   ٖ ُُ  lفجََصَاۤؤُ َّ ٍْٙاَ lخَاٌدًِا lجََٕٙ غَضِةَ  lفِ َٚ 

l  ُ
ِٗ  lاّللٰ ٍْ ٗ   lػٍََ ٌؼَََٕ َٚl  َّاػََد َٚl   ٗ ٌَl ًػَرَاتاl ا ًّ ٍْ  ػَظِ

 

“Danl tidakl patutl bagil seorangl yangl berimanl membunuhl seorangl 

yangl berimanl (yangl lain),l kecualil karenal tersalahl (tidakl sengaja).l 

Barangsiapal membunuhl seorangl yangl berimanl karenal tersalahl 

(hendaklah)l dial memerdekakanl seorangl hambal sahayal yangl berimanl 

sertal (membayar)l tebusanl yangl diserahkanl kepadal keluarganyal (sil 

terbunuhl itu),l kecualil jikal merekal (keluargal sil terbunuh)l membebaskanl 

pembayaran.l Jikal dial (sil terbunuh)l daril kauml yangl memusuhimu,l padahall 

dial orangl beriman,l makal (hendaklahl sil pembunuh)l memerdekakanl 

hambal sahayal yangl beriman.l Danl jikal dial (sil terbunuh)l daril kauml (kafir)l 

yangl adal perjanjianl (damai)l antaral merekal denganl kamu,l makal 

(hendaklahl sil pembunuh)l membayarl tebusanl yangl diserahkanl kepadal 

keluarganyal (sil terbunuh)l sertal memerdekakanl hambal sahayal yangl 

beriman.l Barangsiapal tidakl mendapatkanl (hambal sahaya),l makal 

hendaklahl dial (sil pembunuh)l berpuasal dual bulanl berturut-turutl sebagail 

tobatl kepadal Allah.l Danl Allahl Mahal Mengetahui,l Mahabijaksana.”l (Q.S.l 

am-Nisa‟,l 4:l 92). 

 

 ْٓ َِ َٚl  ًْ ٕاً lٌَّمْرُ ِِ ؤْ ُِl دًا ِّّ رؼََ  ِl   ٖ ُُ  lفجََصَاۤؤُ ٍْٙاَ lخَاٌدًِا lجَََّٕٙ غَضِةَ  lفِ َٚl  ُ
ِٗ  lاّللٰ ٍْ  ػٍََ

l   ٗ ٌؼَََٕ َٚl  َّاػََد َٚl   ٗ ٌَl ًػَرَاتاl ا ًّ ٍْ  ػَظِ

l “Danl barangsiapal membunuhl seorangl yangl berimanl denganl 

sengaja,l makal balasannyal ialahl nerakal Jahanam,l dial kekall dil dalamnya.l 

Allahl murkal kepadanya,l danl melaknatnyal sertal menyediakanl azabl yangl 

besarl baginya.”l (Q.S.l an-Nisa‟,l 4:l 93). 
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Paral ulamal mendefinisikanl pembunuhanl adalahl suatul perbuatanl 

manusial yangl menyebabkanl hilangnyal nyawa.l Pembunuhanl dibagil 

menjadil tigal bentuk,l yaitul pembunuhanl sengaja,l pembunuhanl miripl 

sengaja,l danl pembunuhanl karenal suatul kesalahan.
81

l Selainl daril padal itu,l 

adal jugal pembunuhanl karenal khilaf. 

Pertama,l pembunuhanl sengajal (qatll al-‘amd),l yaitul suatul 

perbuatanl penganiayaanl terhadapl seseorangl denganl maksudl untukl 

menghilangkanl nyawanya.l Kedua,l pembunuhanl semil sengaja,l yaitul 

perbuatanl penganiayaanl terhadapl seseorangl tidakl denganl maksudl untukl 

membunuhnya tetapil mengakibatkanl kematian.l Ketiga,l pembunuhanl 

tidakl sengajal ataul denganl kesalahanl (qatll al-khtha’),l perbuatanl inil 

biasanyal dilakukanl tanpal adal niatl membunuhl namunl dalaml melakukanl 

memangl berbahayal terhadapl orangl lain,l danl terjadinyal kesalahanl 

sehinggal mengakibatkanl kematian.l Jenisl pembunuhanl tidakl sengajal adal 

tigal macam,l yaitu;l 1)l Bilal  sil pelakul pembunuhanl sengajal melakukanl 

suatul perbuatanl denganl tanpal maksudl melakukanl suatul kejahatan,l tetapil 

mengakibatkanl kematianl seseorang,l sepertil seseorangl yangl menembakl 

binatangl buruanl tetapil yangl dikenail sasaranl pelurul ternyatal manusia;l 2)l 

Bilal sil pelakul sengajal melakukanl perbuatanl danl mempunyail niatl 

membunuhl seseorangl yangl dalaml persangkaannyal bolehl dibunuhl namunl 

ternyatal orangl tersebutl tidakl bolehl dibunuh,l misalnyal menembakl 

seseorangl yangl disangkal musuhl dalaml peperangan,l tetapil ternyatal kawanl 
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sendiri;l 3)l Bilal sil pelakul tidakl bermaksudl melakukanl kejahatan,l tetapil 

akibatl kelalaiannyal dapatl menimbulkanl kematian,l sepertil seseorangl 

terjatuhl danl menimpal bayil yangl beradal dil bawahnyal hinggal mati.l 

Keempat,l pembunuhanl yangl dianggapl khilafl (al-Jaril majroll khathai),l 

pembunuhanl inil biasanyal tidakl terdugal datangnyal danl memangl padal 

hakikatnyal tidakl adal niatl untukl mencelakakanl seseorang,l namunl karenal 

kelalaiannyal mengakibatkanl seseorangl meninggal.
82

 

Padal hakikatnyal pembunuhanl sengaja,l pembunuhanl semil 

sengaja,l danl pembunuhanl tidakl sengajal ataul denganl kesalahanl dapatl pulal 

disebutl sebagail pembunuhanl yangl langsungl (mubasyarah),l sedangkanl 

pembunuhanl yangl dianggapl khilafl dapatl disebutl sebagail pembunuhanl 

yangl tidakl langsungl (tasabbub).
83

l Mengingatl adanyal bermacam-macaml 

jenisl pembunuhan,l makal paral ulamal bersepakatl bahwal pembunuhanl 

sengajal danl disertail denganl tindakl penganiayaanl adalahl yangl tidakl 

berhakl mendapatkanl warisanl daril sil pewaris.l Sedangkanl untukl jenisl 

pembunuhanl yangl lainnya,l makal paral ulamal berbedal pendapat,l apakahl 

pembunuhanl tersebutl menjadil penghalangl pewarisanl ataukahl tidakl 

menjadil penghalangl pewarisan. 

Pembunuhanl yangl dilakukanl olehl ahlil warisl terhadapl pewarisnyal 

adalahl salahl satul sifatl yangl menyebabkanl tersingkirnyal ahlil warisl untukl 

menerimal hartal warisanl daril pewarisl yangl dibunuhnya.l Ketetapanl 
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tersebutl telahl dijelaskanl dalaml hadistl Rasulullahl SAW.l yaitul sebagail 

berikut: 

“Barangl siapal yangl membunuhl korban,l makal ial tidakl dapatl 

mewarisinyal sekalipunl orangl yangl terbunuhl itul tidakl mempunyail ahlil 

warisl selainl dirinya,l danl apabilal sil terbunuhl itul orangl tuanyal ataul 

anaknya,l makal sil pembunuhl itul tidakl berhakl menerimal hartal warisan.”l 

(HR.l Ahmad).
84

 

 

Menurutl pendapatl ulamal Mazhabl Syafi‟i,l pembunuhanl itul mutlakl 

menjadil penghalangl pewarisan,l baikl pembunuhanl yangl disengajal 

maupunl karenal sikap,l baikl dilakukanl secaral langsungl (mubasyarah)l 

maupunl tidakl langsungl (tasabbub),l baikl dilakukanl karenal hakl 

(kewajiban)l maupunl bukan,l baikl pembunuhanl yangl akill balighl maupunl 

orangl yangl tidakl ataul beluml akill baligh.l Adapunl menurutl ulamal mazhabl 

Hanafi,l berpendapatl bahwal pembunuhanl yangl menjadikanl seorangl ahlil 

warisl terhalangl mendapatkanl hartal warisanl adalahl karenal tindakanl 

pembunuhanl termasukl dalaml mawani’ull irtsi.l Pengertianl daril mawani’ull 

irtsil adalahl penyebab-penyebabl terhalangnyal ahlil warisl dalaml menerimal 

hartal pusakal ataul hartal warisanl daril pewarisnya,l penyebabl tersebutl antaral 

lainl murtad,l membunuh,l danl berzina.l Menurutl ulamal Hanafi,l 

pembunuhanl dil sinil adalahl pembunuhanl yangl mengakibatkanl adanyal 

sangsil qishashl danl kaffarah.l Pembunuhanl yangl bersangsil qishashl adalahl 

pembunuhanl yangl dilakukanl berdasarkanl kesengajaanl denganl 

menggunakanl alat-alatl yangl dapatl dianggapl dapatl menghancurkanl 
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(melukai)l anggotal badanl orangl lain,l sepertil senjatal tajam,l alatl peledak,l 

bendal berat,l kayul runcing,l danl lainl sebagainya.
85

 

3. Wasiat 

Dasarl hukuml bagil ahlil warisl untukl mewarisil sejumlahl hartal pewarisl 

menurutl sisteml hukuml warisl BWl adalahl sebagail berikut,l yaitu;l Pertama,l 

menurutl ketentuanl undang-undangl (abl insestato).l Kedua,l dalaml suratl wasiatl 

(testament).
86

l Wasiatl ataul testamentl adalahl suatul pernyataanl daril seseorangl 

tentangl apal yangl dikehendakil setelahl ial meninggall dunia.
87

l Denganl suratl 

wasiat,l makal sil pewarisl dapatl mengangkatl seseorangl ataul beberapal orangl ahlil 

warisl danl pewarisl dapatl memberikanl sesuatul kepadal seseorangl ataul beberapal 

orangl ahlil warisl tersebut.l Berdasarkanl Pasall 875l KUHPerdata,l yangl dimaksudl 

denganl wasiatl ataul tastemenl adalahl suatul aktal yangl memuatl pernyataanl 

seseorangl tentangl apal yangl dikehendakinyal akanl terjadil setelahl ial meninggall 

dunia,l danl yangl olehnyal dapatl dicabutl kembalil lagi.
88

 

Batasanl dalaml suatul testamentl terletakl dalaml Pasall 931l KUHPerdata,l 

yaitul tentangl legitimel portiel yangl menyatakanl bahwal legitimel portiel ataul 

bagianl mutlakl adalahl semual bagianl daril hartal peninggalanl yangl harusl 

diberikanl kepadal ahlil warisl dalaml garisl lurusl menurutl undang-undang,l 

terhadapl bagianl manal sil yangl meninggall dunial tidakl diperbolehkanl 
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menetapjanl sesuatu,l baikl selakul pembagianl antaral yangl masihl hidupl maupunl 

yangl sudahl meninggall dunia,l maupunl selakul wasiat.
89

 

Sebagaimanal sudahl dil paparkanl padal pembahasanl dil atas,l bahwal 

menurutl hukuml Islam,l bedal agamal antaral pewarisl danl ahlil warisl menjadil 

penghalangl untukl salingl mewarisi.l Solusil yangl diberikanl dalaml pembagianl 

hartal peninggalanl ataul hartal warisl kepadal orangl bedal agamal adalahl denganl 

caral wasiat.l Hall itul berdasarkanl padal putusanl Mahkamahl Agungl RIl Nomorl 

368.K/AG/1995,l putusanl Mahkamahl Agungl RIl Nomorl 51.K/AG/1999,l danl 

putusanl Mahkamahl Agungl RIl Nomorl 16.K/AG/2010.l Putusan-putusanl 

Mahkamahl Agungl tersebutl memberikanl wasiatl wajibahl padal keluargal ataul 

ahlil warisl bedal agama.l  

Berdasarkanl pemaparanl dil atasl makal penelitil simpulkanl bahwal 

persamaanl antaral hukuml Perdatal denganl hukuml Islaml mengenail hakl warisl 

anakl daril hasill perkawinanl orangl tual yangl murtadl adalahl kedual hukuml 

tersebutl menetapkanl bahwa;l Pertama,l hubunganl darahl antaral anakl denganl 

orangl tual adalahl menjadil dasarl bagil seorangl anakl untukl mendapatkanl warisanl 

daril orangl tuanya;l Kedua,l hukuml Perdatal maupunl hukuml Islaml tersebutl jugal 

memutuskanl bahwal seorangl ahlil warisl terhalangl untukl mendapatkanl hartal 

warisl apabilal ahlil warisl tersebutl melakukanl pembunuhanl kepadal pewaris;l 

Ketiga,l Hukuml Perdatal danl hukuml Islaml sama-samal memutuskanl wasiatl 

sebagail alternatifl dalaml pembagianl hartal waris,l khususnyal alternatifl bagil ahlil 

warisl bedal agama. 
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C. Perbedaanl Pelaksanaanl Kedudukanl Hakl Warisl Anakl daril Perkawinanl 

Orangl Tual Yangl Murtadl Antaral Hukuml Perdatal danl Hukuml Islam 

Perbedaanl pelaksanaanl kedudukanl hakl warisl anakl daril perkawinanl orangl 

tual yangl murtadl antaral hukuml Perdatal danl hukuml Islaml adalahl adanyal unsurl 

agama.l Dalaml hukuml Perdata,l agamal bukanl penghalangl ahlil warisl untukl 

menerimal hartal waris.l Hakl inil sesuail denganl Pasall 838l KUHPerdatal yangl 

menyatakanl bahwal orangl yangl dianggapl tidakl patutl menjadil ahlil warisl karenal 

dikecualikanl daril pewarisanl adalahl sebagail berikut:
90

 

a. Merekal yangl dihukuml karenal dipersalahkanl telahl membunuhl ataul mencobal 

membunuhl sil yangl meninggal. 

b. Merekal yangl denganl putusanl Hakiml dipersalahkanl karenal memfitnahl yangl 

meninggall denganl mengajukanl pengaduanl telahl melakukanl kejahatanl 

denganl hukumanl penjaral 5l tahunl ataul hukumanl yangl lebihl berat. 

c. Merekal yangl denganl kekerasanl ataul perbuatanl telahl mencegahl sil yangl 

meninggall untukl membuatl ataul mencabutl suratl wasiatnya. 

d. Merekal yangl telahl menggelapkan,l merusakl ataul memalsukanl suratl wasiatl sil 

yangl meninggal. 

Berdasarkanl pasall dil atasl makal menurutl ketentuanl hukuml Perdata,l ahlil 

warisl yangl berbedal agamal denganl pewarisl tetapl mendapatkanl haknyal untukl 

mendapatkanl hartal warisan.l Hakl warisl anakl sudahl diaturl sedemikianl rupal olehl 

KUHPerdata,l demikianl jugal denganl kebebasanl beragama,l semual sudahl diaturl 

danl dijaminl legalitasnyal olehl undang-undangl dil Indonesia. 

                                                           
90

l Subektil danl Tjitrosudibio,l Kitabl Undang-Undangl Hukuml Perdatal (Burgelijkl Wetboek),l 

(Jakarta:l Balail Pustaka,l 2008),l hal.l 223. 
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Indonesial merupakanl negaral Pancasila,l artinyal bukanl sebagail negaral 

agamal karenal negaral agamal hanyal mendasarkanl diril padal satul agamal tertentu.l 

Akanl tetapil negaral Pancasilal jugal tidakl dapatl dikatakanl sebagail negaral sekulerl 

karenal negaral sekulerl samal sekalil tidakl maul terlibatl dalaml urusanl agama.l 

Menurutl Mahfudl M.D,l negaral Pancasilal adalahl sebuahl religiousl nationl statel 

yaknil sebuahl negaral kebangsaanl yangl religius,l yangl melindungil danl 

memfasilitasil berkembangnyal semual agamal yangl dipelukl olehl rakyatnyal tanpal 

membedakanl besarnyal jumlahl pemelukl masing-masing.
91

 

Padal lamanl resmil Mahkamahl Konstitusil Republikl Indonesial tanggall 23l 

Julil 2015l yangl bertajukl Perlindunganl terhadapl Kebebasanl Beragama,l Musdahl 

Mulial berpendapat,l adal sejumlahl unsurl dalaml kebebasanl beragama,l termasukl 

bebasl berpindahl agamal (murtad)l ataul berpindahl kepercayaanl danl jugal bebasl 

memanifestasikanl rituall agamanya.l Hall inil berlakul bagil semual unsur,l gender,l danl 

kelasl sosial.l Berbagail penjabaranl daril kebebasanl beragamal itul jugal seharusnyal 

dilindungi,l bukanl sebatasl perlindunganl padal rumahl ibadahl danl kegiatannyal 

saja.
92

l Termasukl dalaml hall inil menurutl penelitil adalahl perlindunganl terhadapl hakl 

warisl anakl daril perkawinanl orangl tual yangl murtad. 

Jaminanl kepastianl hukuml bagil hakl warisl anakl yangl berbedal agamal 

denganl pewarisl menurutl hukuml Perdatal tentul berbedal denganl ketentuanl yangl 

adal padal hukuml Islam.l Dalaml hukuml Islaml perbedaanl agamal antaral pewarisl danl 

ahlil warisl menjadil penghalangl dalaml hall pewarisan.l Unsurl agamal yangl dimaksudl 
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l Mahfudl MD,l dalaml Panl Mohammadl Faizl “Constitutionall Reviewl danl Perlindunganl 

Kebebasanl Beragama,”l www.google.com.l Diaksesl 18l Novemberl 2021. 
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l Musdahl Mulia,l Perlindunganl terhadapl Kebebasanl Beragama,l https://www.mkri.id,l 

Diaksesl padal 18l Novemberl 2021. 
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menurutl ketentuanl Pasall 171l hurufl cl Kompilasil Hukuml Islaml (KHI)l adalahl yangl 

berhakl memberil danl menjadil ahlil warisl adalahl harusl beragamal Islam.l Sehinggal 

denganl demikianl apabilal antaral pewarisl denganl ahlil warisl tidakl seagama,l makal 

tidakl dapatl salingl mewaris.l Untukl mengetahuil agamal ahlil warisl makal hall tersebutl 

mengacul padal Pasall 172l Kompilasil Hukuml Islaml (KHI)l yangl berbunyi:l “Ahlil 

warisl yangl dipandangl beragamal Islaml apabilal diketahuil daril kartul identitasl ataul 

pengakuanl ataul amalanl ataul kesaksian,l sedangkanl bayil yangl barul lahirl ataul anakl 

yangl beluml dewasa,l beragamal menurutl ayahnyal ataul lingkungannya.” 

Berdasarkanl pemaparanl dil atas,l makal sudahl jelasl bahwal antaral hukuml 

Perdatal denganl hukuml Islaml sangatl berbedal dalaml mengaturl pemberil danl 

penerimal hartal waris,l khususnyal yangl berkaitanl denganl agama.l Dalaml hukuml 

Perdata,l bedal agamal antaral pewarisl danl ahlil warisl tidakl termasukl sebagail 

penghalangl bagil ahlil warisl untukl mendapatkanl hartal warisan,l sedangkanl 

menurutl hukuml Islam,l bedal agamal antaral pewarisl danl ahlil warisl menjadil 

penghalangl bagil ahlil warisl untukl mendapatkanl warisan. 

 

 

  



 

81 
 

BABl IVl  

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkanl rumusanl masalah,l hasill penelitianl danl pembahasan,l makal 

penelitianl inil dapatl disimpulkanl sebagail berikut: 

1. Tinjauanl yuridisl terhadapl pelaksanaanl kedudukanl hakl warisl anakl daril 

perkawinanl orangl tual yangl murtadl menurutl hukuml Perdatal danl hukuml Islam 

a. Tinjauanl yuridisl terhadapl pelaksanaanl kedudukanl hakl warisl anakl daril 

perkawinanl orangl tual yangl murtadl menurutl hukuml Perdatal adalahl 

didasarkanl padal Pasall 832l KUHPerdata,l semual anakl berhakl 

mendapatkanl hartal warisl daril orangl tuanyal yangl berbedal agamal karenal 

murtad,l yangl pentingl anakl tersebutl memilikil hubunganl darahl denganl 

orangl tual karenal hasill daril perkawinanl yangl sah.l Perkawinanl yangl sahl 

adalahl perkawinanl yangl dilaksanakanl menurutl ketentuanl hukuml yangl 

berlaku,l yaitul Pasall 2l Undang-Undangl Nomorl 1l Tahunl 1974l Tentangl 

Perkawinan. 

b. Tinjauanl yuridisl terhadapl pelaksanaanl kedudukanl hakl warisl anakl daril 

perkawinanl orangl tual yangl murtadl menurutl hukuml Islaml adalahl 

perbedaanl agamal antaral pewarisl denganl ahlil warisl menjadil penghalangl 

terjadinyal prosesl kewarisan.l Hall inil berdasarkanl Pasall 171l hurufl (c)l yaitul 

“Ahlil warisl adalahl orangl yangl padal saatl meninggall dunial mempunyail 

hubunganl darahl ataul hubunganl perkawinanl denganl pewaris,l beragamal 

Islaml danl tidakl terhalangl karenal hukuml untukl menjadil ahlil waris.”l 
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Upayal yangl dapatl dilakukanl untukl penyelesaianl mengenail pembagianl 

hakl warisl anakl yangl berbedal agamal menurutl hukuml Islaml dapatl 

dilakukanl melaluil dual caral yaitul hibahl danl wasiat. 

2. Persamaanl pelaksanaanl kedudukanl hakl warisl anakl daril perkawinanl orangl tual 

yangl murtadl antaral hukuml Perdatal danl hukuml Islaml adalahl sebagail berikut;l  

a. Hukuml Perdatal danl hukuml Islaml menetapkanl bahwal hubunganl darahl 

antaral anakl denganl orangl tual adalahl menjadil dasarl bagil seorangl anakl 

untukl mendapatkanl warisanl daril orangl tuanya.l  

b. Hukuml Perdatal danl hukuml Islaml menetapkanl wasiatl dalaml hall 

pembagianl hartal waris. 

c. Hukuml Perdatal danl hukuml Islaml memutuskanl bahwal seorangl ahlil warisl 

terhalangl untukl mendapatkanl hartal warisl apabilal ahlil warisl tersebutl 

melakukanl pembunuhanl kepadal pewaris. 

3. Perbedaanl pelaksanaanl kedudukanl hakl warisl anakl daril perkawinanl orangl tual 

yangl murtadl antaral hukuml perdatal danl hukuml Islaml adalahl perihall 

perbedaanl agama.l Padal hukuml Perdata,l bedal agamal tidakl menjadil 

penghalangl bagil orangl tual mewarisil hartal kepadal anaknya,l ataul tidakl menjadil 

penghalangl bagil anakl untukl mendapatkanl hakl warisl daril orangl tuanyal yangl 

bedal agamal karenal murtad.l Sedangkanl dalaml hukuml Islam,l menurutl 

ketentuanl Pasall 171l hurufl cl Kompilasil Hukuml Islaml (KHI)l disebutkanl bahwal 

antaral pewarisl danl ahlil warisl harusl beragama. 

 

l  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Bagi ahli waris 

Apabila terjadi ada pembagian harta waris antara pewaris dan ahli waris 

yang berbeda agama, maka pihak ahli waris sebaiknya bermusyawarah 

secara kekeluargaan, termasuk dalam hal ini adalah untuk menentukan 

akan menggunakan hukum yang mana (KUHPerdata atau Hukum Islam) 

untuk dijadikan sebagai dasar dan pegangan dalam pelaksanaan 

pembagian harta waris karena pewaris dan ahli waris beda agama tersebut. 

2. Bagi pemerintah 

Bagi Pemerintah, dengan adanya kasus atau perkara pelaksanaan hak waris 

anak dari hasil perkawinan beda agama karena murtad, peneliti 

mengharapkan Pemerintah melalui Kementrian Agama untuk 

mengusulkan kepada MUI guna menafsirkan kembali tentang dasar hukum 

yang menjadikan ahli waris beda agama dengan pewaris tidak dapat saling 

mewarisi karena statusnya kafir, apalagi dasar hukum tersebut hanya 

didasarkan pada tekstualitas al-Qur‟an maupun hadis saja yang menurut 

peneliti hal itu kurang relevan untuk konteks Indonesia. Hal ini disebabkan 

orang yang berbeda agama di Indonesia tidak saling memerangi satu sama 

lain, artinya meskipun salah satunya dari pihak pewaris atau ahli waris 

adalah kafir, tapi kafirnya tersebut bukan kafir harbi yang senantiasa 

memerangi umat Islam. Bukankah kebebasan beragama sudah dijamin dan 
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dilindungi oleh undang-undang? Mestinya dalam hukum pembagian waris 

tidak ada dikotomi antara pewaris dan ahli waris muslim atau kafir. 

3. Bagi masyarakat 

Bagi masyarakat, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai informasi mengenai pelaksanaan hak waris anak dari perkawinan 

beda agama karena murtad, sehingga masyarakat dapat mengambil 

pertimbangan ketika mengalami kasus yang sama untuk mencari jalan 

penyelesaiannya, baik secara musyawarah kekeluargaan, maupun menurut 

pengadilan. 
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